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ABSTRAK 

E~ Kebijabn Tet'bdap PERMENKES 72 Tahun 2016 (Sttmdizr PdltytnMtt 
.Kefamrasilm Di Instalasi Farmasi Rll111tlh Sakit Umum Daerah Bengkulu Tmga/l) 

Na ma : rum Saliyan 
N IM : 181801020 
Ptugram Stvdi : Magistcr llDnr Administnsi Publik: 
.Pemhimbing I : Dr Warjio, MA. 
Panbhnblng II : Dr. Ir. Siti Mard~ M.SL 

Rumah Sakit dalam aktivitasnya berpotensi menimbulkan banyak persoalan­
persoalan dan masalah-masalah. Umuk mengatasi masatah tersebut, pemerintah 
l.lrel'.ldapkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 72 Tamm 
2016 tentang Standar Pelayanan Keflmnasian di Rwnah Sakit Tujuan dilakukannya 
penetman ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa evablasi kebijakan PERMENKES 
No 11!. Tamm ~-016 di fnstalag farmMi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Benglrulu 
Tengah. 

Jenis ~ adalah Eva\uasi menggunakan metode kualitatif dengan cara 
wawancara dan observasi berdasarkan tcori William N. Dunn. Lokasi penelitian di Rmnah 
Sakit U Daerah Bengkulu Tengah. Waiau peaelitian berlangsung 3 bulan ( Desember 
2-019- Febmari 2020). basil dart penelilian menggunakan 6 kriteria evaluasi William 
N. DlUlll yaitu : PERMENKES Nomor 72 Tahun 2016 tidak Efektifitas (E:ffecttveness) 
~ masih dibutuhkan kebijaba-kcbijakan lainya balk: bempa kebijakan Rumab 
Sakit JllaIJPUD kebijakan Bapati untuk mendukung kebijakan PERMENKES 72 Tahun 
2016. Bila di bandingkan "Standar Pelayanan Kefarmasian di PUSKESMAS dengan 
Rllmah Sakif' tmnmya tidak Efisiem1 (Ejjh>k1u.y), PERMENKES 72 Tahwi 2016 
dirasabm Utl:ak aikup dB.tam menjawab harapan-hm-apan tltm menye!esaikan masafab­
masalah yang ada s:ehingga dibattthkm kebtjakan yang lebib: kttat payong hukumnya bagi 
stmdar ~ kefarmasian di rumah sakit yang bernpa Undang-Undang Farmasi 
(RUUF). PeJataan terbadap PERMENKES 72 Tahun 2016 tidak merata karena sering 
t.erjadi ~ antara satu kelompok dengan kelompok fain sdtingga dibntnbbn 
timlabm 1dlib lanjut melalui Advokasi ataupun imp1ementasi. Responsivitas tefhadap 
PERMENKES 72 Tahun 2016 sangat bagus dengan tidak adanya keluahan baik kritik atau 
saran oleh para teoaga kefarmasian anrupua pengguna pdayaoan kefannasian (pagen ). 
PERMENKES 72 Tahun 2016 tidaktepat(KETEPATAN) karena: keluarnya PMK 3 Tahun 
2020 yang mengbapus pelayanan kefannasian sebagai pelayanan medik. 

Kata luuu:i: fnsJDlasi Formas; RJIRtOit.so/Ot, SJonJm- PeJayanon. lu!.fi:m»,tman, Pe:rmen/res 72 Tamm 
1016, William N dimn 

ii 
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ABSTRACT 

Policy Evaluation of PERMENKES 72 year 2016 (Standards of Pharmaceutical Services 
in Pharmacy Installations at the Centr.111 Benglwlu Rcgiooal Hospital) 

Nam a 
NIM 

: Rizki SuUyan 
: 181Ut010 

Pmg_ra-m Stttdi ~ Magister Umu Admiaistrasi Pubfik 
Pembimbing I : Dr Warjio, MA. 
~g Il -: Dr. Ir. Sili Manf'ian~ MSL 

Hospitals in their activities have the potential to cause many problems and problems. 
To ovarome this problem, the government esablished a policy., namely the Minister of Health 
Regulaiion (PERMENKES) No. 72 year 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in 
Hospitals.. The purpose of this study was to detennine and analyze the evaluation of the 
PERMENKES policy No. 72 year 2016 m the phannaceutical installation -0f the Central 
Bengkulu Regional General Hospital (RSUD). 

This type of research is an evaluatioo using qualit:ative methods by means of 
interviews and observations based on the theory of William N. Dtnm. The research location is 
the Central Bengkulu Regional General Hospital. The time of the study lasted 3 mouths 
(December 2019 - Februmy 2020). the results of ihe study using William's 6 evaluation criteria 
N. Dunn. namely: PERMENKES Number 72 Year 201615 not Effective. so that other policies 
are still needed, both in the form of Hospital policies and Regent policies to support the 
PERMENKES 72 Year 2016 policy. "Cenainly oot Efficiency. PERMENKES 72 year 2016 is 
felt to be insufficient in responding to expectations and solving existing problems so that a 
stronger legal umbrella policy is needed fur phannarentical service .standards in hospitals in the 
furm ofthe PJmrmacy Law (RUUF). The distribution of PERMENKES 72 year 2-016 is uneven 
because there is often miscommunication between one group and another, so further action is 
needed through advocacy or implementation. ~nsiveness to PERMENKES 72 year 2016 is 
vety good with no complaints, criticism or suggestions by pharmacy staff or users of 
pharmaceutical services (patients). PERMENKES 72 year 2016 is not appropriate 
(APPROPRIAIB) because of the issuance of PMK 3 year 2020 which abolishes pharmaceutical 
services as medical services 

Kam kwi: Hospital Plumnacy Installation, Pluumtlt:mtical Service StmttltmlSt Pennenkes 
72 y_,. 2fll6. WilJlllm N tlJuln 

Hi 
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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Rumah Sakit dalam aktivitasnya berpotensi menimbulkan banyak 

persoalan-persoalan dan masalah-masalah terutama di bidang farmasi. Untuk 

mengatasi persoalan tersebut ma.lea pada Tahun 2016 ibu Menteri Kesehatan Nila 

Farid Moeloek mengeluarkan 3 PERMENKES Standar Pelayan Kefarmasian, 

yaitu sebagai berikut : 

a. PERMENKES No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan di Rumah Saldt 
b. PERMENKES No 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan di Apotek 
c. PER.MENK.ES No 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan PUSKESMAS 

Standar Pelayan Kefarmasian di Rumah sakit yaitu PERMENKES No 72 

Tahun 2016 merupakan suatu standar mutu yang harus dipenuhi oleh setiap 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit di Indonesia. Standar Mutu ini diharapkan agar 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan farmasi yang 

bermutu kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, sesuai dengan 

formularium rumah sakit, dan tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Dalam 

PERMENKES No 72 Tahun 2016 pasal 5 menyebutkan: Untuk menjamin mutu 

kefarmasian di Rumah Sakit harus dilakukan Evaluasi. 

Menurut Suharno (2013:219) Kegiatan evaluasi kebijakan publik adalah 

sebuah kegiatan yang sangat penting dalam analisis sebuah kebijakan. Hal ini 

ditujukan untuk memberikan penilaian-penilaian tertentu sejauh mana 

pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pada dasarnya, kebijakan publik 
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dilaksanakan dengan maksud tertentu guna mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan. Tak dapat dipungkiri, setiap kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tidak lab 

selalu berjalan mulus seperti yang dibarapkan. Berbagai masalah yang dihadapi 

membuat kebijakan publik tidak selalu dapat meraih maksud atau tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Oleh karenany~ perlu dilakukan sebuah evaluasi, guna melihat 

apa yang sebenamya menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk 

mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mera:ih dampak yang diinginkan. 

Menurut Nugroho (2008:471) ada dua alasan pokok mengapa evaluasi 

kebijakan publik harus dilakukan: 

1). Menghindari kebiasaan buruk administrasi publik Indonesia, yaitu "ganti 

pejabat harus ganti peraturan". 

2). Setiap kebijakan tidak dapat diganti dengan serta merta karena "keinginan" 

atau "selera" pejabat yang pada saat itu memegang kewenangan publik. 

Khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah, seiring dengan pengembangan 

wilayah yang dilakukannya, maka kantor-kantor pemerintahan dan kantor 

pelayanan publik di lingkungan pemerintahan kabupaten Bengkulu Tengah 

dipindahkan ke Desa Renah Semanek kecamatan Karang Tinggi. Berdasarkan 

peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2017, maka menetapkan 

PUSKESMAS perawatan Taha Teret menjadi Rumah Sak.it Umum Daerah 

(RSUD) Bengkulu Tengah, sehingga dengan terjadinya perubahan status dari 

PUSKESMAS menjadi Rumah Sak.it maka terjadi pula perubahan Standar 

Pelayanan Kefarmasian. 

Adapun Daftar Nama-Nama PUSKESMAS yang ada di Bengkulu Tengah 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Daftar Nama PUSKESMAS Bengkulu Tengah 

NO NAMA PUSKESMAS KECAMATAN 

PUSKESMAS ARGA INDAH II Kee Pagar Jati 

2 PUSKESMAS ATURAN MUMPO Kee. Pematang Tiga 

3 PUSKESMAS BENTIR.ING Kee. Pondok kelapa 

4 PUSKESMAS JAMBU Kee Taba Penanjung 

5 PUSKESMAS KARANG NANDING Kee karang nanding 

6 PUSKESMAS KARANG TINGGI Kee. Karang Tinggi 

7 PUSKESMAS KEMBANG SERI Kee Talang Empat 

8 PUSKESMAS LUBUK UNEN Kee. Taba Penanjung 

9 PUSKESMAS PAGAR JATI Kee Pagar Jati 

10 PUSKESMAS PEKIK NY ARING Kee. Pondok Kelapa 

11 PUSKESMAS PEMATANG TIGA Kee Pematang Tiga 

12 PUSKESMAS RENAH KANDIS Kee Pagar Jati 

13 PUSKESMASSEKAYUN Kee Pematang Tiga 

14 PUSKESMAS SIDODADI Kee. Pondok kelapa 

15 PUSKESMASSRIKUNCORO Kee pondok kelapa 

16 PUSKESMAS SUKARAMI Kee taba penanjung 

17 PUSKESMAS TABA LAGAN Kee. Talang Empat 

18 PUSKESMAS TABA TERET Kee Taba Penanjung 

19 PUSKESMAS TANJUNG DALAM Kee. Pondok kelapa 

20 PUSKESMAS UJUNG KARANG Kee. Karang Tinggi 

Sumber : Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah 2017 

Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2017 membuat 

perubahan status PUSKESMAS Taha Teret menjadi Rumah Sak.it Umum Daerah 

(RSUD) Bengkulu Tengah, sehingga terjadi perubahan pedoman Standar 

Perlayanan Kefarmasian dari PERMENKES NOMOR 74 TAHUN 2016 (Standar 

Pelayanan Kefarmasian di PUSKESMAS) menjadi PERMENKES NOMOR 72 

TAHUN 2016 (Standar Pelayanan Kefarmaian di Rumah Sakit). Untuk 

Menghindari kebiasaan buruk administrasi publik Indonesia khususnya Kabupaten 

Bengkulu Tengah, serta terjadinya pengantian pejabat pemengang kewenangan 

publik yang berbeda karakter (Menteri kesehatan). maka perlu dilakukan evaluasi 
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• 
kebijakan publik untuk. melihat seberapa besar antara pencapaian dan harapan 

PERMENKES 72 Tahun 2016 di Instalasi farmasi RSUD Bengkulu Tengah. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka pennasalahan yang 

akan dibahas dalam tesis ini adalah "Bagaimana hasil Evaluasi Kebijakan 

terhadap PERMENKES Nomor 72 Tahun 2016 di Instalasi Farmasi Rumab Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah", dikarenakan RSUD Bengkulu Tengah 

barn mengalami perubahan status, ~ehingga dengan mudah dapat melihat 

efek:tifitas, efisiensi, perataan, kecukupan, perataan, resposivitas serta ketepatan 

dari PERMENKES 72 tahun 2016 secara kualitatif dengan metode wawancara 

dan observasi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisa evaluasi kebijakan PERMENKES NOMOR 72 Tahun 2016 di 

Instalasi Fannasi Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Bengkulu Tengah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1 ). Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam bidang Administrasi 

Publik yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik di Rumah Sakit. 

2). Secara Prak.tis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian berikutnya 

yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan di Rumah Sakit. 
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BABil 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada dasarny~ suatu kebijakan sangatlah berbeda dengan kebijaksanaan 

(wisdom) maupun kebajikan (virtues). Suharno (2013:3) sepakat bahwa istilah 

kebijakan dalam penggunaanya kerap kali dipertukarkan dengan istilah-istilah lain . 

seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, 

standar, proposal, dan grand design. Bagi para pembuat kebijakan, mungkin 

istilah-istilah tersebut tidak bermasalah. Namun bagi mereka yang berada diluar 

stuktur pembuat/pengambil kebijakan, mungkin hal ini akan membingungkan. 

Menurut Suharno (2013:3) terdapat banyak batasan atau definisi mengenai 

apa yang dimaksud dengan kebijakan (policy), karena pada dasamya setiap ahli 

memiliki pengertian dan makna masing-masing dari setiap kebijakan. Dari 

pengertian tersebut akan menghasilkan penekanan-penekanan tersendiri yang 

berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda pula. 

2.1. Pengertian Kebijakan publik 

Menurut Sulistio (2012:3) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan 

dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik 

dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik guna kepentingan masyarakat. 

Nugroho (2011:96) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai 

strategi unruk mengantar masyarak:at pada masa awal, memasuki masa masyarakat 

pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan 

menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011 :93) kebijakan publik adalah 

suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai 
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tertentu dan praktik-praktik tertentu. Dari berbagai pengertian di atas maka dapat 

disimpuJkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh 

pemerintah dan/atau bersama dengan para ak.tor politik dalam rangka mengatasi 

berbagai permasalahan publik guna mencapai tujuan yang diinginkan demi kepentingan 

khalayak ramai. 

2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Telah diuraikan di atas mengenai apa itu kebijakan publik. Secara 

sederhana dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah produk (output) 

pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemecahan masalah-masalah 

publik yang dianggap urgent demi kesejahteraan masyarakat. Pengadaan sebuah 

produk yang dalam hat ini adalah sebuah kebijakan publik, bukanlah barang 

instan yang serta merta hadir seketika, ketika datang sebuah permasalaban publik, 

tentu terdapat proses atau tahapan-tabapan dalam pembuatan sebuab kebijakan. 

Seperti yang dijelaskan William Dunn (2003:24) babwa tahap-tahap kebijakan 

publik adalah sebagai berikut: 

1 ). Penyusunan Agenda 

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam 

tabapan kebijakan publik. Dalam fase inilah kemudian ditentukan mana 

permasalahan publik dan prioritas yang menjadi urgensi pada saat itu. Jika sebuah 

isu publik mendapatkan kedudukan sebagai masalah publik dan mendapat priorias 

dalam agenda publik, maka isu publik tersebut berhak mendapatkan alokasi 

sumber daya publik yang lebih dari pada isu publik lainnya Dalam fase ini sangat 

penting untuk dapat menentukan isu kebijakan yang akan dijadikan masalah 

kebijakan dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan biasanya muncul ketika 
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terjadi perang pendapat antar aktor mengenai tindakan yang akan maupun yang telah 

dite~ maupun pertentangan mengenai nilai pandang dari karakter masalah tersebut. 

2). Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah berhasil masuk dalam agenda pemerintah, kemudian 

diolah dan didefJnisikan oleh para pembuat kebijakan untuk dapat ditemukan 

altematif-altematif kebijakan sebagai solusi dari masalah kebijakan tersebut. 

Sama halnya dengan pemilihan isu masalah, pemilihan altematif kebijakan 

sebagai solusi pemecahan masalah kebijakan juga dipilih dan diseleksi agar 

didapat pilihan altematif terbaik untuk memecahkan masalah kebijakan. 

3). Adopsi/Legitimasi 

Kebijakan Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada 

proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur 

oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun 

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah tindakan yang sah, 

yaitu dengan mendukungnya. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi 

simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang beiajar untuk 

mendukung pemerintah. 

4). Implementasi Kebijakan 

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program 

tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah 

diambil sebagai altermatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni 

dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah 

ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 
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.. 

yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada implentasi ini berbagai 

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat 

dukungan para pelaksana (implementers), namun beberapa yang lain mungkin akan 

ditentang oleh para pelaksana. 

5). Evaluasi Kebijakan 

Secara um.um, evaluasi merupakan fase atau tahapan fungsional yang 

berkaitan dengan estimasi dan nilai dari sebuah kebijakan. Evaluasi bukan hanya 

sekedar sebuah tahapan yang akan dilakukan pada agenda terakhir sehuah proses 

kehijakan. Namun juga mencakup seluruh aspek dalam sebuah kehijakan. Mulai 

dari perumusan masalah-masalah kehijakan, program-program yang diusulkan 

untuk memecahkan masalah kebijakan, implementasi kehijakan hingga dampak 

yang ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri. 

2.3 Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik 

Kegiatan evaluasi merupakan sebuah tahapan yang penting dalam proses 

analisis kebijakan publik. Kegiatan ini dapat memberikan satuan nilai terhadap 

suatu kebijakan publik yang diimplementasikan (Suharno, 2013 :219). Pada 

dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, yaitu untuk 

mendapatkan tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program 

kebijakan publik dapat meraih basil seperti yang diinginkan. 

Oleh karenanya, sebuah evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apa yang 

menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah 

kebijakan tersebut memiliki dampak seperti yang diharapkan. Suharno (2013 :221) 

mengatakan, salah satu alasan mengapa sebuah evaluasi hams dilaksanakan jika 
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ditinjau dari dimensi internal, yaitu untuk menjamin terhindamya pengulangan 

kesalahan (guarantee to non-recurrence). Sebab, informasi yang memadai tentang 

nilai sebuah basil kebijakan dengan sendirinya ale.an memberikan rambu tidak 

terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa, atau kebijakan 

lainnya dalam masa yang akan datang. 

2.3.1 Pengertian Evaluasi kebijakan 

Menurut Winarno (2014:228-229) evaluasi suatu kebijakan merupakan 

langkah terakhir da!am tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang 

fungsional yaitu kegiatan yang tidak: hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun 

pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program­

program yang dilaksanakan untuk menyelasaikan masalah, implementasi, hingga 

dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan 

untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau 

untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang 

diharapkan. Oleh karenanya, evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, 

peniiaian kebijakan, dan dampak kebijakan. 

Menurut Subarsono (2006,113) evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat 

kinerja suatu kebijakaI1, sejauhmana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan 

tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijak.an yang akan 

datang supaya lebih baik. 

Menurut Arikunto (2013 :36) evaluasi adalah kegiatan untuk 

mengumpulk.an informasi tentang bekerjanya sesuatu (Kebijakan), yang 

selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan altematif yang tepat 

dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 
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menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak. decision maker untuk 

menentukan kebijak.an yang ak.an diambil berdasarkan evaluasi yang telah 

dilak.ukan. 

Menurut Sulistio (2012:52), Evaluasi kebijak.an publik merupakan sebuah 

kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, ·implementasi dan 

dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang 

meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak dari kebijakan 

itu sendiri. 

Setiap kebijakan akan selalu menghasilkan dampak yang diharapkan 

maupun dampak. yang tidak. diharapkan, baik yang menguntungkan maupun yang 

merugikan. Sebuah evaluasi kebijak.an biasanya ditujukan untuk menilai sejauh 

mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada 

konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh kesenjangan antara 

"harapan" dan kenyataan. 

Dari berbagai pengertian evaluasi kebijakan di atas, penulis dapat menarik 

sebuah kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah proses penilaian atau 

pengukuran apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai seperti apa yang telah 

ditentukan, baik itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan dari 

kebijakan itu sendiri. Hal ini berdasarkan kata kunci yang sering kita temukan 

yaitu di antaranya adalah pengukuran, penilaian, pelak.sanaan, hasil dan dampak. 

Dilihat dari urgensi pelak.sanaan kegiatan evaluasi kebijakan sebagaimana yang 

telah disebutkan sebelumnya, maka penulis perlu mengetahui berbagai pendekatan 

evaluasi yang kelak akan digunak.an dalam pelaksanaan evaluasi itu sendiri. 
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! 
2.3.2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan 

Suharno (2013:224-227) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) 

pendekatan besar dalam evaluasi kebij~ yakni: 

1 ). Evaluasi Semu 

Evaluasi semu (pseudo ·evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan 

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang basil 

kebijakan, tanpa mempersoal.kan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari basil 

kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan masyarakat dalam skala 

luas. Analisis yang menggunakan pendekatan ini berpendapat bahwa nilai dan 

manfaat suatu kebijakan akan dirasakan secara otomatis dan terbukti dengan 

sendirinya oleh individu, kelompok, maupun masyarakat 

2). Evaluasi Formal 

Evaluasi Formal (formal evaluation) adalah pendekatan yang digunakan 

untuk menghimpun informasi valid dengan metode-metode deskriptif mengenai 

hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas basil tersebut berdasarkan 

tujuan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga 

administratif lainnya. Pendekatan ini berasumsi bahwa pencapaian dari tujuan 

yang telah diumumkan secara formal adalah ukuran yang tepat untuk menilai dan 

mengevaluasi dari manfaat dari sebuah kebijakan. Evaluasi formal terdiri dari 

evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi yang bersifat sumatif adalah 

evaluasi yang segera dilakukan setelah sebuah kebijakan selesai dilaksanakan 

yang telah ditetapkan jangka waktunya, baik itu jangka pendek maupun 

menengah. Sedangkan evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan secara 
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terus-menerus dalatnjangka waktu yang relatif panjang agar dapat terns 

memantau pencapaian target dan tujuan dari sebuah kebijakan. 

3). Evaluasi Keputusan Teoritis 

Evaluasi keputusan teoritis (decision-theoretic evaluation) adalah kegiatan 

evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk mengumpulkan 

informasi yang valid dan akuntabel mengenai basil kebijakan, yang dinilai secara 

eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini bertujuan untuk 

menghubungkan antara basil kebijakan dengan nilai-nlai dari para pelaku 

kebijakan. Perbedaan mendasar evaluasi ini dengan dua jenis pendekan evaluasi 

sebelumnya adalah bahwa evaluasi ini berusaha untuk menemukan dan 

mengeksplisikan apa yang menjadi target dan tujuan dari para pelaku kebijakan, 

baik itu yang nyata maupun tersembunyi Sehingga individu maupun lembaga 

yang melaksanakan kebijakan baik dari level terendah hingga yang paling tinggi 

dilibatkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian target dan tujuan suatu 

kebijakan. Terdapat 2 (dua) jenis evaluasi keputusan teoritis, yai!u penilaian 

evaluabilitas (evaluability assessment) dan analisis utilitas multi atribut. Penilaian 

evaluabilitas adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menganilisis 

sistem pembuatan keputusan. Hal ini dimaksudkan guna memperoleh sejumlah 

informasi yang berkaitan dengan kinerja kebijakan, serta memperjelas apa yang 

menjadi tujuan, sasaran, dan asumsi-asumsi yang dicapai dengan kinerja tersebut. 

Sedangkan analisis utilitas multiatribut adalah serangkaian prosedur yang 

ditetapkan guna memperoleh penilaian subjektif terhadap para pelaku kebijakan 

mengenai nilai dari hasil sebuah kebijakan. Analisis ini dapat menujukkan secara 
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eksplisit penentuan nilai dari para pelaku kebijakan serta keragaman tujuan para 

pelak:u kebijakan. 

2.3.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik 

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya 

suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau ke~ijakan publik 

tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat 

kriteria evaluasi. Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari 

evaluasi kebijakan publik. Dika.tenakan penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan 

yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Untuk lebih 

jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

1 ). Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 

disebut juga basil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil 

yang diharapkan dengan basil yang sesungguhnya dicapai. William N. Dunn 

dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, 

menyatakan bahwa:"Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu 

alternative mencapai basil (akibat) yang diharapka~ atau mencapai tujuan dari 

diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, 

selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai monetemya" (Dunn, 

2003:429) 

13 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/25 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)25/11/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Rizki Suliyan - Evaluasi Kebijakan terhadap Permenkes Nomor 72 Tahun 2016...

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2). Efesiensi 

Menurut Dunn (2003:430) ''Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan 

jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. 

Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonom~ yaitu hubungan 

antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diuk:ur dari ongkos mon~ter. 

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau 

layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil 

dinamakan efisien" 

3). Kecukupan 

Menurut Dunn, (2003:430-431) da1am kriteria kecukupan menekankan 

pada kuatnya hubungan antara altematif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai 

sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan 

bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat 

efektivitas memuaskan kebutuh~ nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan 

adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan menguk:ur atau 

memprediksi seberapa jauh altematif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai 

atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. 

4 ). Perataan 

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan 

keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn, 

(2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan 

dengan rasionalitas legal dan sosial clan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha 
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antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang 

berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil 

didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan 

mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau 

kewajaran. 

5). Responsivitas 

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari 

suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan 

suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatak:an bahwa responsivitas 

(responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat 

tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat 

yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh 

yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, serta tanggapan 

masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk 

yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. 

Dunn, (2003:437) pun mengemukakan bahwa: "Kriteria responsivitas adalah 

penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya ( efek.tivitas, 

efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan 

aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan" 

6). Ketepatan 

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan 

kebijakan yang benar-benar tercapai berguna clan bernilai pada kelompok sasaran, 

mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Melihat 
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dari kriteria yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan tipe penelitian dari William N. Dunn sebagai bahan dasar acuan 

dalam penelitian. 

Merujuk pada berbagai pennasalahan yang telah diungkapkan pada 

sebelumnya; maka · dalam hal ini peneliti akan menggunakan Teori Evaluasi 

kebijakan menurut teori Dunn yang terdiri dari 6 kriteria sebagaimana yang 

dijelaskan diatas ( efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan 

Ketepatan). 

2.4 Rumah Sakit 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 pasal 1, 

"Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat". 

2.4.1 Togas dan Fungsi Rumah Sakit 

Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan 

kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Presiden 

Rlb, 2009). 

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, 

rumah sakit mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesua1 

dengan standar pelayanan rumah sakit, 

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis, 
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c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sum.her daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan 

d penyelenggara penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

dibidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

2.4.2 Klasifikasi Rumah Sakit 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 rumah sakit 

dikategorikan dalam rumah sakit um.um dan khusus. Rumah sakit umum adalah 

rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis 

penyakit, sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan 

pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan 

disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. 

Penetapan klasif'Ik:asi rumah sakit berdasarkan pada pelayanan, sumber 

daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana. Berdasarkan jenis pelayanan 

dan sumber daya manusia, rumah sakit um.um diklasifikasikan menjadi: 

• Rumah Sakit Umum Kelas A 
• Rumah Sakit Umum Kelas B 

• Rumah Sakit Umum kelas C 
• Rumah Sak.it Umum Kelas D 

2.4.3 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

Menurut PERMENKES 72 Tahun 2016 pasal I "Instalasi farmasi adalah 

unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan 

kefarmasian di Rum.ah Sak.it. 

Instalasi Farmasi Rum.ah Sak.it (IFRS) adalah suatu departemen atau unit 

atau bagian di suatu rumah sakit yang berada di bawah pimpinan seorang apoteker 
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dan dibantu oleh beberapa orang apoteker serta Tenaga Teknis Kefarmasiaan 

yang memenuhi persyaratan pera.turan perundang-undangan yang berlaku dan 

kompeten secara profesional dan merupakan tempat atau fasilitas 

penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan 

kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri (Siregar dan 

Amalia, 2004). 

2.5 Basil Penelitian yang Terdahulu 

Menurut Lie, King Fuan (2015), Rumah Sak.it dalam aktivitasnya 

berpotensi menimbulkan masalah keselamatan dan kesehatan terutama kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja (penularan penyakit). Untuk mengatasi masalah 

tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan 

RI Nomor 1087/Menkes/SKNIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K.3) di Rumah Sak.it. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi tingkat pencapaian pemenuhan standar K3 RS secara administratif 

termasuk kategori kurang (< 60% dari 304 kategori). 

Standar Pelayanan K3 Rumah Sakit dan Standar K3 Perbekalan Kesehatan 

di Rumah Sakit yang mendapat pemenuhan (conformance) le bib ban.yak. 

Sedangkan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; Standar Sumber Daya 

Manusia K3; dan Pembinaan, Pengawasan, Pencatatan, dan Pelaporan sama sekali 

tidak mendapat pemenuhan (non-conformance). Kendala dalam pemenuhan 

Standar K3 yaitu keterbatasan anggaran yang berdampak terhadap tidak 

maksimalnya Kepala Rumah Sakit beserta jajarannya dalam implementasi 

pemenuhan standar K3 dan keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi K3 
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Hasil Penelitian yang dilakukan Sinaga M. (2013) adalah Mendapatkan 

pelayanan kesehatan merupak.an hak setiap warga negara yang telah dijamin 

dalam undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 

nomor 2J tahun 1992. Tetapi kenyataan yang terjadi derajat kesehatan masyarakat 

miskin masih rendah disebabkan sulitnya akses terhadap pdayanan kesehatan dan 

mahalnya biaya kesehatan. Program jaminan kesehatan masyarakat atau 

Jamkesmas dibuat untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat 

khususnya masyarakat miskin. Program yang telah dibuat akan terlihat jelas pada 

saat implementasinya. Namun, buruknya kinerja pelayanan publik selama ini 

membuat ada keraguan pada tahap implementasi program Jamkesmas tidak akan 

berjalan dengan baik. Dari basil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Grand 

Medistra Lubuk Pak.am ditemukan bahwa implementasi program Jamkesmas telah 

berjalan cukup baik. Masih ada beberapa hambatan yang dihadapi rumah sakit 

dalam penerapannya dan pihak pemerintah serta rumah sakit telah berusaha 

meminimalkannya. 

Menurut Trianengsih AT, Hardisman, Dedy Almasdy (2018) 

Permenkes 72 tahun 2016 sangat penting di terapkan di setiap Instalasi Farmasi di 

rumah sakit, sehingga tercapainya peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian. 

Hasil penelitian adalah kualifikasi tenaga TKK masih ada dengan latar belakang 

SMF, Hasil check list dokumen didapatkan jika pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai 44,4% belum terlaksana sedangkan 

pelayanan farmasi klinik 63,6% belum terlaksana Hasil pengamatan work 

sampling didapatkan basil jika unit gudang dan rawat jalan memiliki 

produktivitas sedang, sedangkan untuk unit rawat inap menunjukkan tingkat 
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produktivitas rendah. Kualifikasi, persyaratan serta Behan kerja dan kebutuhan 

SDM di IFRS MHAT belum sesuai dengan Pennenkes 72 tahun 2016 

Menurut Pangeran Indra Pasaribu, Aufarul Marom, Fathurrochman (2018), 

Otonomi daerah merupakan buah dari refonnasi. Keadaan itu juga dirasakan oleh 

masyarakat Kabupaten batubara. Perjuangan masyarakat Kabupaten Batubara 

untuk mengatur sendiri kehidupan daerahnya akhimya terwujud pada tahun 2007 

dengan diberlakukannya otonomi daerah di daerah tersebut. Sebagai daerah 

dengan daerah pesisir, faktor kesehatan menjadi faktor kunci dalam kesejahteraan 

masyarakat Batubara. Dalam kurun waktu 3 tahun (tahun 2012-2015), RSUD 

Kabupaten Batubara masih belum memiliki beberapa dokter spesialis. Pasien atau 

pun calon pasien RSUD Kabupaten Batubara harus mengikuti alur perawatan 

yang diterapkan oleh pihak rumah sakit. Pasien akan mendaftar terlebih dahulu 

lalu menunggu sebelum diperiksa di poli umum atau spesialis. 

Hasil Penelitian yang di lakukan Dedi Rahmat Saputra (2019), Rumah 

sakit memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat. Paradigma ham pelayanan kesehatan mensyaratkan 

rumah sakit memberikan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan dan keinginan 

pasien dengan tetap mengacu pada kode etik profesi dan medis. Kinerja organisasi 

pelayanan kesehatan biasanya menggunakan kriteria standar minimal pelayanan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 l/MenKes/PerNW2008. 

Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa implementasi Standar Pelayanan Minimal 

bidang kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sudah 

baik. Sedikit kekurangan pelaksanaan SPM bidang kesehatan rujukan di RSUD 

Kota Baubau yaitu pada jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Adapun 
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faktor yang mempengaruhi implementasi standar pelayanan minimal bidang 

kesehatan rujukan di RSUD Kota Baubau yaitu; Komunikasi, disposisi dan 

struktur birokrasi. Sedangkan untuk faktor sumber daya masih terdapat 

kek:urangan karena hanya 80% dalam mencuk:upi kebutuhan SDM RSUD Kota 

Baubau. 

2.6. Kerangka Pemikiran 

2017 terjadi perubahan fungsi dari 

PUSKESMAS menjadi RRSUD 

PUSKESMAS q RUMAHSAKIT 
(PERMENKES 74 TAHUN 2016) (PERMENKES 72 TAHUN 2016) 

PERMENKES 72 TAHUN 2016 

v 
EVALUASI KEBIJAKAN 

,/ EFEKTIVITAS 
,/ EFISIENSI 
,/ KECAKUPAN 
,/ PERATAAN 
,/ RESPONSIVITAS 
,/ KETEPATAN 

"\. 7 

HASIL EV ALUASI PERMENKES 72 TAHUN 2016 

Gamhar 2.1. Kerangka Pemikiran Evaluasi Kebijakan 
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. . 

BAB ID 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah. Penelitian dilaksanakan sdama 3 (tiga) bulan 

yaitu Desember s/d Februari 2020. Alasan pemilihan objek penelitian karena 

Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah mengalami perubahan fungsi dari 

PUSKESMAS menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah 

sehingga terjadi perubahan kebijakan Standar Pelayanan Kefarmasian. 

3.2. Bentuk Penelitian 

Bentuk Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yang menurut Syaodih (2012) "penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang ditujukan untuk mendeskriptifkan dan menganalisa fenomena peristiwa, 

aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang individual maupun 

kelompok. Data di himpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup 

deskripsi dalam konteks yang mendetail di sertai catatan-catatan basil wawancara 

yang mendalam serta analisis dokumen". 

Menurut Noor (2011) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian 

dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian kualitatif tidak ada 

menggunakan populasi karena penelitian kualitatif beranjak dari kasus tertentu 

yang ada pada situasi sosial tertentu yang basil akhimya tidak diberlakukan ke 

populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki 

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari . 
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Tabel 3.1 Kriteria-K.riteria Evaluasi Kebijakan: 

NO TIPE KRITERIA PERTANYAAN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Efektivitas 

E:fisiensi 

Kecukupan 

Perataan 

Resposivitas 

Ketepatan 

Seberapa Efektitkah kebijakan PERMENKES 72 
Tahun 2016 di Instalasi Farmasi RSUD Bengkulu 
Tengah? 

_ Seberapa E:fisienkah kebijakan PERMENKES 72 
Tahun 2016 di Instalasi Farmasi RSUD Bengkulu 
Tengah? 

Seberdpa Cukupkah kebijakan PERMENKES 72 
Tahun 2016 di Instalasi Farmasi RSUD Bengkulu 
Tengah? 
Apakah perlu ditambahkan kebijakan baru? 

Seberapa meratakah kebijakan PERMENKES 72 
Tahun 2016 di Instalasi Farmasi RSUD Bengkulu 
Tengah? 
Apakah setiap kelompok merasakan pemerataan 
terse but? 

Bagaimana Responsivitas terhadap kebijakan 
PERMENKES 72 Tahun 2016 di Instalasi Farmasi 
RSUD Bengkulu Tengah ? 

Seberapa Tepatkah kebijakan PERMENKES 72 
Tahun 2016 di Instalasi Farmasi RSUD Bengkulu 
Tengah? 

Sumber : Willian N Dunn (2003:h610) 

3.3 Teknik. Pengumpulan Dab\ 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu: 

A. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, lift.et, Dokumen-Dokumen, 

Peraturan-Peraturan seperti Undang-Undang yang berkenaan dengan masalah dan 

tujuan penelitian. Buku (Dokumen) tersebut dianggap sebagai sumber data yang 
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akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah (Danial A.R, 

2009:80). Penelitian yang dilakukannya dengan cara menelaah dan 

membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat 

teoritis. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat 

memperoleh informasi tentang teknik-t~knik penelitian yang diharapkan, sehingga 

pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi. 

B. Wawancara dan Observasi 

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali 

data secara lisan (Sujarweni, 2014:74). Wawancara dalam pendekatan kualitatif 

bersifat mendalam, wawancara dan observasi bisa dilakukan secara bersamaan, 

wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh 

a. Observasi (Observation) 

Lincoln dan Guba (A. Sonhadji K.H., 1985) mengklasifikasikan observasi menurut 

tiga cara: 

• Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan atau non partisipan , 

~ Kedua, observasi dapat dilakukan secara terns terang (overt) atau penyamaran (convert). 

Walaupun secara etis dianjurkan untuk terns terang, kecuali untuk keadaan tertentu yang 

memerlukan penyamaran. 

• Ketiga menyangkut latar peneliti. Observasi dapat dilakukan pada latar "alami" atau 

"dirancang" (analog dengan wawancara tak struktur dan wawancara terstruktur). Untuk 

observasi yang dirancang bertentangan dengan prinsif pendekatan kualitatif, yaitu 

fenomena diambil maknanya dari konteks sebanyak dari karateristik individu yang berada 

dalam konteks tersebut. Oleh karena itu teknik observasi yang kedua ini tidak dilakukan 

dalam penelitian kualitatifObservasi dilakukan penulis terhadap pelaksanaan sosialisasi 

yang dilaksanakan oleh polsek majalaya, yang mana observasi dilakukan secara terns 
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terang (overt) dan hal tersebut telah diberi izin oleh kepala polsek majalaya. 

b. Wawancara (Interview) 

Yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan 

pimpinan instansi dan bagian-bagian yang menangani masalah yang diteliti. Penulis 

melakukan wawancara dengan nara sumbemya, yaitu pihak-pihak yang terlibat pada 

pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ khususnya di polsek 

Majalaya. 

c. Dokumentasi 

Y aitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, 

buku, media elektronik., media cetak dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan 

untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai sosialisasi 

melalui observasi, dengan demikian tidak ada data yang terputus antara yang 

dilihat dengan data yang didengar serta dicatat (Indrawan dan Y aniawati, 

2014:136). 

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data pririler 

dan sumber data sekunder. Sumber primer membutuhkan data atau informasi dari 

sumber pertama biasanya disebut informan, data sekunder menggunakan bahan 

yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau 

infonnasi untuk menjawab masalah yang diteliti (Sarwono, 2006:16). 

Berikut beberapa sumber data dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli 

(langsung dari informan) yang memiliki infonnasi atau data (ldrus, 2009:86). Data 

tersebut berkaitan dengan output dan outcome kebijakan Pennenkes Nomor 
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72 Tahun 2016. Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah untuk 

mengetahui output dan outcome kebijakan Permenkes 72 Tahun 2016, informan 

dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui tentang kebijakan 

Permenkes 72 Tahun 2016 informan yang diwawancara peneliti yaitu: 

TABEL 3.2 : Jenis-Jenis Informan : 

NO INFORMAN KUNC! INFORMAN TAMBAHAN 

l Kepala Instalasi F armasi Rumah Sakit Pasien 

(KIFRS) 

2 APO TE KER Dinas Kesehatan 

3 Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) Ikatan Apoteker Indonesia 

4 Asisten Tenaga Teknis Kefannasian Kepala rumah sakit dan 

(ATK) menejemen rumah sakit 

Sumber: Analisis Peneliti dari PERMENKES 72 Tahun 2016 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah penelitian yang bersumber dari instansi setempat. 

Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna mencari kebenaran mengenai 

isu Kebijakan Permenkes 72 Tahun 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah 

Bengkulu Tengah. Sumber data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka 

berupa berita surat kabar, berita dari website, artikel, jurnal, dan reforensi yang 

berhubungan dengan Evaluasi Kebijakan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 di 

Instalasi Farmasi RSUD Bengkulu Tengah. 

3.4. Definisi Konseptual dan Defini~i Operasional 

3 .4 .1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan 

pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang . 

Penelitian memberikan definisi konseptual penelitian agar mempennudah 
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penelitian ini dilakukan terkait masalah yang diteliti. Definisi konseptual dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah 

atau bersama dengan para aktor politik dalam rangka mengatasi berbagai 

permasalahan publik guna mencapai tujuan yang diinginkan demi kepentingan 

khalayak ramai. Kebijakan Publik dalam penelitian ini adalah kondisi dimana 

PERMENKES Nomor 72 Tahun 2016 Sudah/Belum atau Adaffidak ada dari segi 

Keefektivitas, E:fisiensi, Kecukupan, Perataan, responsivitas serta ketepatan 

terhadap pelaksana atau pengguna kebijakan di Instalasi Farmasi RSUD Bengkulu 

Tengah 

3.4.2. Definisi Operasional 

De:finisi operasional digunakan sebagai petunjuk bagaimana variabel di ukur 

Oleh sebab itu, dengan membaca de:finisi operasional dalam suatu penelitian, 

maka akan mengetahui indikator-indikator variabel tersebut. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

NO ASPEK 
1 Efektivitas 

2 Efisiensi 

3 Kecukupan 

URAIAN 
Meliputi apakah hasil yang 
diinginkan telah dicapai. 

INDIKATOR 
1. Sesuai Tujuan 
2. Hasil Bentuk fisik 
( sarana dan prasarana 
kesehatan) 

Meliputi seberapa banyak usaha l .Ketersediaan tenaga 
yang diperlukan untuk mencapai Kefarmasian 
basil yang diinginkan. 2.Anggaran pelayanan 

Meliputi seberapa jauh 
pencapaian hasil yang diinginkan 
memecahkan masalah. 

27 

1. Hubungan antara 
alternative kebijakan 
dengan hasil yang 
diharapkan 
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4 

5 

6 

Perataan 

Responsivitas 

Ketepatan 

meliputi apakah biaya dan 
manfaat didistribusikan dengan 
merata kepada kelompok yang 
berbeda. 

Meliputi apakah basil kebijakan 
memuaskan kebunihan 
preferensi kelompok-kelompok 
tertentu Tanggapan dari pembuat 
kebijakan 
Meliputi apakah basil tujuan 
yang diinginkan benar-benar 
berguna atau bemilai 

Sumber : Analisis Peneliti dari buku William N Dunn 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Proses pelaksanaan penelitian 

1. pembagian tugas 
2, Usaha pengenalan 
program (Sosialisi 
secara langsung dan 
tidak langsung) 

1. Kritik 
2.Saran 

1. Kuatnya asumsi 
yang melandasi tujuan 
program. 

Sebelum melakukan penelitian, perlu ada persiapan yang matang agar 

kendala-kendala yang terjadi di lapangan dapat diminimalisir. Tahapan yang 

dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, yaitu 

peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji dan menentukan tujuan yang akan 

dicapai dari penelitian tersebut. Setelah berhasil mengidentifikasi masalah, 

langkah selanjutnya adalah menentukan tema dan variabel penelitian karena 

penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Untuk mendukung 

penelitian ini, peneliti melakukan studi literatur atau studi pustaka yaitu mencari, 

mempelajari dan memahami literatur-literatur yang relevan mengenai teori, 

asumsi, maupun data-data yang terkait baik dari buku bacaan, jurnal atau hasil 

penelitian terdahulu yang berupa tesis, skripsi ataupun karya ilmiah. 

Tahapan yang kedua, yaitu menyrumn desain penelitian. Karena penelitian 

ini adalah penelitian Kualitatif maka desain penelitian bagaikan alat penentu bagi 
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peneliti dalain melakukan proses penyusunan instrumen penelitian dan 

menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Ada beberapa langkah yang 

dilakukan dalam penyusunan instrumen penelitian ini, yaitu : 

./ Pertama, menentukan indikator setiap variabel, outcome variabel yaitu 

bukti langsUP.g. Sedangkan output variabel yaitu efektifitas, efisiensi, 

kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan . 

./ Kedua, membuat kisi-kisi sesuai dengan proporsinya . 

./ Ketiga, membuat dan menyusun item soal yaitu mencakup item yang 

mengandung pemyataan yang sesuai dengan teori, kemudian item-item 
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tersebut dipertimbangkan kelayakannya, lalu disusun menurut nomor urut 

yang telah ditentukan. 

Tahapan Ketiga, melakukan persiapan administrasi. Sebelum melakukan 

penelitian, ada beberapa hal yang berkaitan dengan persyaratan administrasi yang 

harus dipenuhi sehubungan dengan penelitian, antara lain meliputi : 

./ Pertama, mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Ketua Prodi 

Megister Administrasi Publilc melalui staf Akademik, surat ijin penelitian 

ini dikeluarkan oleh pihak Fakultas . 

.f Kedua, peneliti membawa surat ijin tersebut ke pihak Rumah Sakit beserta 

satu berkas proposal penelitian dalam rangka meminta ijin untuk 

melakukan penelitian pada Kepala Instalasi Farmasi (KIF) rumah sakit. 

3.5.2 Pengolahan Data Kualitatif. 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data tersebut. Analisis data adalah langkah yang dilakukan setelah mendapatkan 

data, dengan tujuan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola 

ataupun kategori sehingga data yang diperolah dapat terstruktur dengan baik. 

Kemudian dalam penelitian ini peneliti sejalan dengan pendapat Fuad (2014:16) 

Data-data dianalisis dimana prosesnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

berlangsung secara bersamaan (reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi 

Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, 

menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi 

dan transformasi data-data kasar darijield notes (catatan lapangan). Reduksi data 

perlu dilakukan karena peneliti semakin lama dikancah penelitian akan semakin 

banyak data atau catatan lapangan (field note) yang peneliti kumpulkan. 
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Tahap dari reduksi adalah memilah dan memilih data yang poko~ fokus 

pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat 

ringkasan, memberi kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya 

dianalisis sehingga terlihat pola-pola tertentu. Laporan lapangan kemudian 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal poko~ dan difokuskan pada hal-hal yang 

penting kemudian memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan 

penelitian yakni evaluasi kebijakan Terhadap Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 

di Rumah Sak.it Umum Daerah Bengkulu Tengah. 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Bentuk: 

penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan 

kausal antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Display data dapat membantu 

peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya 

berdasarkan apa yang sudah dipahami sebelumnya Penelitin ini penyajian data 

menggunakan uraian singkat, gambar dan tabel. 

Penarikan KesimplJlanN erifikasi Langkah terakhir dalam analisis data 

menurut Sugiyono (2009:24 7) adalah melakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Berdasarkan pola-pola sudah tergambarkan dalam penyajian data, 

terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-

teori yang sesuai, peneliti kemudian mendapatkan sebuah gambaran utuh tentang 

fenomena yang kita teliti dan kemudian dapat menyimpulkan fenomena tersebut 

sebagai temuan barn, maka penelitian sudah dianggap selesai 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, 
BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian 

4.1.1 Peraturan Menteri Kesehatan 72 Tahon 2016 (PERMENKES) 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan (PERMENKES) 58 Tahun 2014 tentang Standar pelayanan 

kefarmasian di rumah sakit masih belum memenuhi kebutuhan hukum di 

masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan yaitu PERMENKES 72 Tahun 

2016. 

Pada Tahun 2016, menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengeluarkan 

tiga kebijakan tentang standar kefarmasian yaitu sebagai berikut : 

• PERMENKES 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian 

RumahSakit 

• PERMENKES 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di 

Apotek 

• PERMENKES 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di 

PUSKESMAS 

Kepemimpinan ibu Prof. Dr.dr. Nila Farid Moeloek SpM sebagai Menteri 

Kesehatan berlangsung selama 27 ok:tober 2014 - 20 ok:tober 2019. Dengan 

berakhimya masa kepemimpinannya yang kemudian digantikan dengan bapak 

Letnan Jendral Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad pada tanggal 23 oktober 

2019 maka ada penambahan kebijakan yaitu sebagai berikut : 

PERMENKES 3 Tahun 2020 Tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, 

yang asal mulanya PERMENKES 3401MENKES/PER/llli201 OTentang klasifikasi 

rumah sakit dan PERMENKES 147.MENKES/PER/1/2010 Tentang Perizinan 

Rumah Sakit. 
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Pada pasal 1 ayat 2 PERMENKES 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa 

pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit paling sedikit terdiri dari : 

a. pelayanan medik dan penunjang medik 

b. pelayanan keperawatan dan kebidanan 

c. pelayanan non medik (sebagaimana diatur dalam pasal 1ayat2 tersebut terdiri 

dari pelayanan farmas~ pelayamm laundry/bina~ pengolahan makanan dan 

lainnya. 

Medik/medis dalam kamus besar bahasa indonesia adalah jururawat 

(https://kbbi.web.id/medik.html) sedangkan nonmedik adalah sesuatu yang tidak 

berhubungan dengan ilmu pengobatan (https://kbbi.web.id/nonmedik.html) 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Pelayanan Manejerial (Pengelolaan Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan 

Medis Pakai) yang kegiatannya meliputi : 

• Pemilihan 

• Perencanaan Kebutuhan 

• Pengadaan 

~ Penerimaan 

• Penyimpanan 

• Pendistnousian 

• Pemusnahan dan Penarikan 

• Pengendalian 

• administrasi 

b. Pelayanan Klinik/Klinis, yang kegiatannya meliputi : 

• Pengkajian dan pelayanan resep 

• Penelusuran riwayat penggunaan obat 

• Rekonsiliasi obat 

• Pelayanan informasi obat (PIO) 

• Konseling 

• Visite 
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• Pemantauan Terapi obat (PTO) 

• Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

• Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) 

• Dispensing sediaan steril 

• Pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) 

Dikarenakan PERMENKES 72 Tahun 2016 merupakan sebuah kebijakan 

pembangunan sehingga untuk mendapatkan hasil evaluasi yang tepat maka 

dibutuhkan instrumen yang tepat dengan kata lain adalah rumah sakit yang baru 

dan siap melakukan perubahan untuk pembangunan lebih baik kedepannya seperti 

Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. 

4.1.l Kabupaten Bengkulu Tengah 

Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebuah kabupaten di provms1 

Bengkulu yang ibu kotanya adalah Karang Tinggi. Kabupaten ini dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran 

dari Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu kota. 

Gambar : Peta Jokasi Jnstalasi Farmasi Di Bengkulu Tengah : 

Sumber : Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah 
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4.1.1 ProfiJ Ramah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah 

Rumah Sak.it Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkulu Tengah pada 

awalnya berlokasi di jalan Raya Bengkulu-Kepahiang desa Bajak. 1 Kecamatan 

Taha Penanjung yang sebelumnya adalah PUSKESMAS perawatan Taha Teret. 

Berdasarkan peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 6 tahun 2017, mak.a 

menetapkan PUSKESMAS perawatan taba teret menjadi Rumah Sak.it Umum 

Daerah (RSUD) Tipe D kabupaten Bengkulu tengah. 

Seiring dengan pengembangan wilayah yang dilak.ukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bengkulu Tengah, maka kantor-kantor pemerintahan dan kantor 

pelayanan publik di lingkungan pemerintahan kabupaten Bengkulu Tengah 

dipindahkan ke Desa Renah Semanek kecamatan Karang Tinggi. Oleh karena itu, 

maka Rumah Sak.it Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah pada Bulan januari 

Tahun 2017, RSUD Bengkulu Tengah Menempati gedung baru yang berlokasi di 

desa Durian Demang Kecamatan karang Tinggi tepat di jalan Lintas Bengkulu-

Kepahiang km 27,5. 

4.1.2 Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah 

Rumah Sak.it Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah merupakan 

Rumah Sakit milik Pemerinta.b Kabupaten Bengkulu Tengah tipe D dan 

terakreditasi perdana oleh KARS pada bulan Desember tahun 2018. Dalam upaya 

mewujudkan visi dan tercapainya misi RSUD Bengkulu Tengah, maka ada 

beberapa langkah strategis yang diterapkan oleh RSUD Bengkulu Tengah, yaitu : 

1. Meningkat.kan Kompetensi SDM khususnya dalam attitude karyawan agar 

mampu memberikan pelayanan yang berorientasi pada pasien 
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2. Memberikan pelayanan yang berknalitas standar nasional, santun dan 

menyenangkan 

3. Peran aktif dalam pelayanan kesehatan individu dalam menunjuang misi 

pemerintahan daerah untuk. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

kabupaten Bengkulu Tengah. 

4.1.3 Visi, Misi dan Motto 

Visi merupakan cara pandang kedepan tentang pembangunan kesehatan 

yang akan dicapai. Berdasarkan arahan Bupati Bengkulu Tengah visi RSUD 

Bengkulu Tengah mengacu pada visi Kabupaten Bengkulu Tengah. RSUD 

Bengkulu Tengah pada masa yang akan dapat dapat diharapkan mampu 

memberikan layanan-layanan kesehatan yang bermutu tinggi dan menjadi 

unggulan dan menjadi pilihan utama masyarakat Kabupaten Bengkulu tengah. 

Visi RSUD Bengkulu Tengah adalah : 

"RSUD BENGKULU TENGAH SEBAGAI PELA YANAN PUBLIK 

UNGGULAN" 

Misi RSUD Bengkulu tengah adalah melakukan penataan SDM melalui 

peningkatan Har Competency and soft Competency (The Right Man in the Right 

Pleace at The Righ Time) yaitu : 

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang profesional 

2. Menata, mempersiapkan sarana dan prasarana serta meningkatkan pengawasan 

disiplin kerja sehingga memberikan layanan terbaik, tepat, cepat, ramah, ikhlas 

pada semua lapisan masyarakat. 

3 Membina ke~ meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi 

RSUD Bengkulu Tengah 
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4. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan 

Motto RSUD Bengklu Tengah sesuai dengan arahan dari Bupati Bengkulu 

Tengah yang mengharapkan kepada RSUD Bengkulu Tengah unruk dapat 

menjadi Rumah Sakit yang mampu memberikan mutu pelayanan terbaik, modern 

dan profesional. Adapun lambang hati_ dalam motto RSUD Bengkulu Tengah yang 

dimaksud bahwa seluruh civitas RSUD Bengkulu Tengah berusaha akan melayani 

pasien dengan kerendahan dan ketulusan hati, dengan demikian pasien akan 

merasa dihargai dan pasien akan merasa puas dan loyal kepada RSUD Bengkulu 

Tengah. 

"MELAY ANI DENGAN SEPENUH HATI" 

4.1.4 Togas Pokok dan Fungsi 

RSUD Bengkulu Tengah merupakan unsur pendukung tugas kepada Daerah 

bidang salah satu. unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, Tugasnya : 

1. Me!aksanakan pcnyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang 

dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya 

peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan 

sesuai peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya 

rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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Untuk menyelenggarakan togas sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas, 

RSUD Bengkulu Tengah berada da berintegrasi dalam sistem kesehatan daerah, 

mempunyai fungsi : 

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta 

analisa data untuk menyusun program kegiata:n. 

2 Perencanaan strategis bidang pelayanan kesehatan perorangan. 

3. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan perorangan. 

4. Pemberian duk:ungan atas penyelengaraan pemerintahan daerah bidang 

pelayanan kesehatan perorangan. 

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan perorangan. 

6. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib 

dilaksanakan bidang pelayanan kesehatan. 

7. Penyelenggaraan urusan kesekretarian pada Rumah Sakit Umum Daerah 

8. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di 

lingkungan pemerintahan daerah 

9 Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Daerah 

I 0. Pelayanan Medik 

11. Pelayanan Penunjang medik dan non medik 

12. Pelayanan dan asuhan keperawatan 

13. Pelayanan Rujukan 

14.Pendidikan dan Pelatihan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai 

kebutuhan rumah sakit 

15. Penelitian dan pengembangan 

16. Pengelolaan sumber daya rumah sakit 
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17 Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga 

pemerintahan dan lembaga lainnya. 

4.1.5 Strnktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUD Bengkulu Tengah 

Struktur Organisasi dan tata kerja RSUD Bengkulu Tengah yang telah di 

tetapkan oleh :Bupati Tengah dalam surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah 

Nomor 343 Tahun 2017 Tentang struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Tipe D adalah unit pelaksana teknis kesehatan dalam 

bidang pelayanan kesehatan di kabupaten Bengkulu Tengah (I'erlampir dalam 

Lampiran 5) . 
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BABVI 

KESIMPUIAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah 

di:butuhkan kebijakan-kebijakan lainya baik berupa kebijakan Direktur Rum.ah 

SU.it maupun kebijak.an Bupati untuk mendukung kebijakan PERMENKES 72 

R.umah Sakit (SK), Standar Operasional Presedur (SOP) dan lain sebagainya 

~ bisa saling mendukung agar stmdar pelayanan kefarmasian di Rumah 

2 Bila di bandingkan dengan PERMENKES 7 4 tahun 2016, maka PERMENKES 

72 Tabun 2016 tidak Efisiensi (Ejjiciency) . Dikarenakan t-erjadi pernbahan 

Anggaran agar standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Ummn 

Bengkulu Tengah mendapatkan nilai 100 dalam Akreditasi Rmnah Sakit 

se~dipoiotP.KPO. 

kefiirmasian ternadap PERMENKES 72 Tahun 2016~ sehingga dirasakan tidak 

culwp 4a1am menjawab barapan-bampan dan menye1esa1kan masalab-masalah 

yang *- Kdika Po1emik Ccvi<l me1anda indonesia, hanyak Rum.ab Sakit 

diawal aw.al lremtmculan· dianggap tidak siap sehingga banyak tim med.is yang 

gugur di tempat kerja, dengan aiasan tidak siapnya obat dan pernlatan 
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kesebalall lainnya seperti masker, APO dll padahal segala pengadaaannya 

tetsdJot menjadi mngun:g jawab apotek:er di rnmah sakit tersebut Beberapa 

kuat payung hukumnya bagi standar pelayanan kefannasian di nnnah sak:it 

yang henlpa Undang-Undang Fmmasi {RUUF) dan Undang-Undang Fmmasi 

ini riaogdaJam petjuangan para.Apotelrer. 

4. Kuran-gnya Advokasi membuat PERMENKES 72 Tahun 2016 masih tidak 

memta karena sering terjadi mi.sk:omonik:asi antara satu kelmnpok dmgan 

akan membuat Rumah Sakit tersebut tidak sehat karen biasanya 

Apotekec.Dokter dan Kepala Tata Usaba sering memperebutkan Bonus dari 

Rtunah Sakit putus obat dan hutang Rumah Sakit dengan modus obat 

i Kdwfiran PERA.>tENKES 11 Talnm. 2016 membawa respon yang baik 

dikarenakan PERMENKES 72 Tahun 2016 mempakan kebijak.an yang 

diharapkan dapat membangun standar kefarmasian di rumab sakit yang ada di 

.sdmuh ffldooesia, Kbususny.a Rumab Sakit Umum Bengkulu Tengah yang 

awahtya PUSKESMAS dapat dengan cepat menyikranisasikan kondisi karata 

~ atau memiliki acuan yaitu PERMENKES 72 Tahllll 2016 dan 

d~ Standar Pelayanan ini bisa dl tingkatkan lagi terutama Bkm1beri 

kepastiaB huktun .kepada pe.kaja kefannasian dan dibeli advokasi Jebm baik 
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: 

merupakan jabatan politik sehingga para pekerja kefarmasian sering menjadi 

6. . PERMENKES 72 Tabun 2016 tidak tepat (KETEP AT.AN) biJa ada atumn diatas 

atoran atau kebijakan di atas kebijakan. 

Menejemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah 

diharaplran dapat memberikan investasi yang tinggi kepada instalasi farmasi 

mmah satit- dikarenakan kebijakan PEMENKES 72 Tabun 2016 masih butu.h 

s.uport dari kebijakan-kebijakan yang lain dari Rumah Sakit agar Standar 

pelayamm kefarmasian di Jnsta.tasi Fmmasi tercapai, dikarena RSUD Bengknlu 

bebas narkoba karena Instalasi Fannasi RSUD Bengkulu Tengah memiliki 

Apotekec senior dan laboratmium kbusus Jnstalasi Frumasi sesuai dengan 
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Lampiran 2. Surat keterangan Pelaksanaan Penelitian 

PEllERlfrAH l<A8UPA TEN BENGKUW TOGAH 
OINAS PENANA .. llJIW. DAN PELA YANAN TERPADU SATU PINTU 

J fb,aP J•C.,aM. 2SKarangT1119tieqw,Tenp 
Ttlp,f'.i11l113it55UIJl&lll ~ 

1ZJN PENELmAN 
NOMOR : 070 I0191 FI DPMPTSPJll 2020 

O;u.ir · I ~UUI 1>.n W.>kil 1J 

M,~ Arca :-.:: 

~.1 

.... 
r~ T tp>du 

•m•/ Nl'.11.1 a;,i.. ""P"' ••• 1111<1 

o... ~ <bn .... ) 

llt-ng.;an 1nf n•t:nth .. ·ribn l.1111 p,..,tefac...-, lMI: ~~ •ug.10 k•·kntu~ 

I Schti..m "''hh.... ...... ~ ...,.,, 11.,..., I~" I .d• To •'i*° t 'I 
t.:.i...p...n llongl••• Tnp 
·~~tlJ'"MU.tl..rtcwl.. bor'lt.d.«.. 
5ctn. -"btlll p<nt&lla .... _..._,_......,i...n ..... ,.....i..-, ___ '<"1- T""""'s..-&..,,.,....fl,"""""'I 

• ,. .... ~'"" • .....,..._.._, riol.l lotd.la _.,. 
i.p... ............ .-.i-c - ... _, """fl""IM ......... __ 

Ornol1dan lrin P~hllan lno rlildtw-l.-• ..,..., '''l"''l:un•k.., ·b..gai......., mn1111 •· 

57 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/25 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)25/11/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Rizki Suliyan - Evaluasi Kebijakan terhadap Permenkes Nomor 72 Tahun 2016...

UNIVERSITAS MEDAN AREA



! 

t 

Lampiran 3. Gambaran Umum Rumah Sakit Bef1[Jku/u Tengah. 

Sf10Safffl ptrnw gerlxmg RSUD 

S1Ul3t111a RSUD darl depan S1msana didalam RSUD 

Gambar : Dokumentasi diambil tanggal 22 januari 2020 
PDkul 08:00-ll.1)() 
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Lampirarz 4. Gambaran Umum Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

1 

Suasana f.11ar ins1afasi.farmasi 

.'luastma Dalam Imwalosi fimnosi 

Gamhar : Dokumentasi diambil tanggal 20 januari 2020 
Pulwl 08:00-12:00 
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f. 

Lampiran 5. Struktur Organisasi RSUD Bengkulu Tengah 

Gamhor SJmktJJr Orga11isasi RSUD Bengkuiu Tengoh 

Gamhar Strolm1r Organisa.t;i instalasi Farmasi 

Gambar: Dokummtasi djpmhiJ tanggal 24 j:anaari 2020 
Pukul 08:t)t)..t2:00 
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!! 

lampiran 6 kondisi proses wawancara di instalasifarmasi 

Gambar suasana wawancara der1gan kepaJa instalasi fannasi 

Gambar suasana selesai wawaneara dengan staf fannasi 

Gamlm': Dolmmmbt.S diambil btnggal 3 Fdmnni 2020 
Puknl: 68:00-12!00 

61 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/25 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)25/11/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Rizki Suliyan - Evaluasi Kebijakan terhadap Permenkes Nomor 72 Tahun 2016...

UNIVERSITAS MEDAN AREA



. . 

Lampiran 7. Sertifikat Akreditas Rumah Sakit 
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Lampiran 8. Pelayanan Kefarmasian RSUD Bengkulu Tengah 

PllOlll IJO n11tulu I na•ti I 
Taflun 2011 

p LA ANAN KEFARMASIAN 

su tu pela an n langsung dan 

ng berks1 n d ngan sed an farmas 

atkan mutu 

<>bat oensasarkafl unit 

nan RSUO Bengkulu rengah lahun 2018 sebaga1 berikut 

T I 4.22 : D la Kef rmas'3 Ber rkan Klasif1kas. Obet RSUO Bengkulu 
Tengah Tahun 2018 

KlASIFIKASI 
NO UNIT PElAY ANAN PEMAKAIAN OBAT 

GEN ERIK PATEN 

tGO 30056 12859 42 915 

2 RA AT JA1.AN 38019 8060 46079 

RA AT 3A 543 6873 .cu 6 

JUMLAH TOTAL 102 618 l 
27.712 130.410 

at Ot>at Betdasarkan JenlS P layanan RSUO 

BULAN 

J 
Fe!:lruan 

T 2018 

JUMlAH PASIEN DAN JENIS PELAYANAN 
SPJS UMUM 

R INAP R. JAlAN R. INAP R. JALAN 
70 166 12 82 

78 173 11 33 

227 

TZ 232 

75 43 

51 
81 

76 
93 
73 
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330 
295 
393 
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•' 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBltK lNOONEstA 

PERATURAN MENTERI KESBHATAN REPUBUK INDONESIA 

NOMOR 72 TAHUN 2016 

TENT.ANG 

STANDAR PELA YANAN KEF ARMASIAN DI RUMAH SAKIT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INOONESIA, 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar 

Pelayanan Kefannasian di Rumah Sakit sebagaimana telab diubah 

dengatl Peratnran Menteri KeselW:an N01nor 34 Tahun 2016 

tentang Perubahan aras Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 

Tahun 2014 tent.mg Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah 

s-akit masih belmn memenubi kebutuhan hukum di masyarakat 

sehlnw petlll dilalmkan pernbaban; 

b. bahwa bentasaman penimbangan sebagaimana danatsud dalarn bnruf 

a, _pedtt menetapbm Peratman Menteri Kesehatan tentaag Standar 

Pelayanan Kefannasian di Rumah Sakit; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Talum 2009 tentang Kesehatan (Lembaran. 

Negara Republik Indonesia Tahtm 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara RepubJik lndonesia Nomor 5063); 
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{ 

:2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumab. Sa.kit 

(Lembaran Negara Repoblik Indonesia Talmn 2009 Nomo£ 153, 

Tambahan Lembar.an. Negara Repnblik Indonesia Nomor 5072); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Taltnn 2Dl4 temang PemerilBahan 

Daerah (Le:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tmtbalrm. Lemlrmm Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) .sebagaimana teJab diubah beberapa kali ter.akhlr denfpn 

~g Nomor 9 Tabtm 20l5 tentang Perubaban Kedua 

atas Undang-lmdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerab (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tamhahan Lembar.an. Negara Republik l:ruiDnesia Nomor 5679); 

4 . Umhng..UndangNomor36 Tabun 2014 tentangTenagaKesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29&, 

Tambaban Lembanm Negara Republik Indonesia Norn.or 5<J07); 

5. Peratutan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Penganw'lan 

Sediaall Fannasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Repubtik 

Indonesia Tahlm 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Rqmbtik. lndonesia Nomm: 3781); 

6. Peratntan Pemetintah Nomor :51 T ahun 2009 tentang Pekerjaan 

K~ian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab:un 2009 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik hldonesia 

NomoI" 5044 )~ 

7. Kq>utusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukau, 

T~ ~ Kewenanga~ Susnnan Organisast, dan Tma Kelja 

Lembaga. Pemeritttah Noo Departemen, sebag:aitnsia telah diubah 

bebetapa kali, terakhir dengan Peratnran Presiden Nomor 145 

Tahun lOJS temang Pel ubaban Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor- 1&3 Tabun 2001 tenrang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

~ Susumm Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintab Non Kementerian 
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; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatum 2015 Nomor 322); 

8. Paatman Me:nteri Kesehatan Nomor 64 Tamm 2015 teotang 

Otganisasi rum Tata Kerja Kementetian Kesehatan (Betita Negara 

Repubtik lttdottesia Tahon 20U Nomor U08); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KESEHAT AN TENT ANG STANDAR 

PELAY ANAN KEFARMASIAN DI RUMAHSAKIT. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

L Rnmah Saldt adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

~~rakan pelayanan kesehatan perortmgan secara 

paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 

dan gawat damrat. 

2. S:tandat Pelayarum .Keftmnasian ada1ah tolok ukur yang 

mpergmtakan sebagai pedoman bagi renaga kefannasian dalam 

menyelenggarakan pelayanan kefannasian. 

3. Pe1ayanan Kefunnasian adalah suatu pelayamm. langsung dan 

bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan 

tBtm$i dengan maksud menca_pai basil yanf pasti untuk 

meningkatkan mutu kehidupan pasien. 

4. Resep adalah -pennintaan tertulis dan dokter atau dokter gigi,. 

lcqwla apoteker, baik da1aJn bettt.uk paper maupun electronik 

llRWk menyedman dan. menyerahkan obat bagi pa$ien sesuai 

_peratnran yang berhtkn.. 

5. Sediaan Farmasi adalab obat, baban obat, obat tradisional dan 

kosmetika 

6. Oht ~ah OOhm a1au paduan bahan, tennasuk l'I'Oduk: biologi 

yang digunakan uutuk mempengamhi atau menyelidiki sistein 

fisiologi atau keadaan 
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patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

peuyanbuhan, pemulihan, peningkatan kesebatan dan k.ootmsepsi 

uorok mrumsia. 

7. Alat Kesebatan adatah insttum~ apamus, mesin dan/atau 

imptan yang tidak mengandung obat yang dig1makan l.Dlt\lk 

mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan 

penyakit, merawat ~g sakit, memuJihkan kesebatan pada · 

manmi:a, d:m/mu membentuk strut.tur tbm memperbaiki .fimgsi 

tnbuh. 

B+ Bahm Mems Habis e~ ada1ah a1at kesebatan yang ditajnk.an 

untuk penggunaan sekaJi paka:i (single use) yang daftar 

~}1l diatur dalmn peraturan perundang-undangan_ 

9. lnstalasi Farmasi adalah unit pelaksana fi.mgsional yang 

meuyelenggarnkan seluroh kegiatan pelayanan kefinmasian di 

Rlimah Sakit 

10.. Apotet.er adatah sarjana farmasi yang tel.ah tutus sebagai apotek.er 

dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. 

11. Tenaga Tekni:s Ke6mnasian adalah tenaga yang membantu 

a_poteket dalain menja]ani Pekerjaarl Kefannasian, yang terdiri 

atas Satjana Farmasi; Ahli Madya Farmasi, dan Arulti5 Fannasi. 

12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian 

Kesebatan yang bertanggung jawab di bidang kefarmasian dan 

a1al: kesdlatan. 

13. Kepata 8adan Pengawas Obat dan Makaruln yang selanjutnya 

disingkat Kepala BPOM adalah Kepala Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian yang mempcm:yai tugas unmk melaksanabn 

tvps pemuiutahan di bidang pengawasan obat d3ll makamm. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan umsan 

p:merintahan di bidang kesehatan. 
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Pasal 2 

Patgaman Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bednjnan 

untuk: 

a. meningk1fkan mutu PeJayanan Kefannasian; 

b. menjamin kepastian. hukum bagi. tenaga kefarmasian; dan 

c. melindungi ll3sien dan mas.yarakat dari penggunaan Obat yang 

tidak rasiooa1 da1ain rangka kese1amatan pasien (.Pattem safety). 

Pasal 3 

(lJ Standar- Pelayanan Kefannasian di Rumah Sakit meliputi standar. 

a. pengelolaan sediaan Fannas~ Alat Kesehatan, dan Bahan 

Matis Habis Pakai~ dan 

b. pelayanan funnasi klinik. 

(2) Penge1o1aan_ Semaan_ Farmasi, Alat Kesebatan, dan Bahan Matis 

Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ay.at (l) huruf ameliputi: 

a. pemilihan; 

b. perencanaan kebutuh~ 

c. -pengadaan: 

d. penerimaan; 

e. {kmyimpanan; 

f. pendistribusian; 

g. ~dan.~ 

h. pengendalian; dan 

i. administmsi. 

(3) Pelaymmn fannasi Jilinik sehagaimana dimmud pada ayat (1) 

hurufb meliputi: 

a. pengkajian dan pelayarum Resep; 

b.. penelnsnnm riwayat penggnnmm Obat; 

c tdt01$liaSi 0001; 

d. Pe1ayanan lnformasi Obat(PIO); 

e. kQJJSding; 

I. 'tiimJe; 
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g. Monitoring Efek Samping Obat(MESO); 

a Eva1uasiPengvmaan Obat(EPO)-,. 

i. dlspensjtig .c:ediaan steril; dan 

j. Pemantanan Kadar Obar dalam Darah(PKOD). 

{4) Pelayanan fannasi ldinik berupa dispensing sediaan steril 

sebagaimana dimabnd pada ayat (3) huruf j hanya dapat dilaknlan 

oleh Rumah Sakit yang mempun.yai sata1Yl lIDtllk melalmkan 

pmdDbi stdiaatt steril 

~S) Ketenman lebih lanjut mengenai pengelolaan Sediaan Fannasi, 

Alat Kesebatan.,- dan_ Bahan Medis Habis Pakai dan pelayamm_ 

fannasi klinik sebagaimana dimaksud pada ay.at (2) dan ayat (3) 

. teramtum dalam La.mpiran yang merupakan bagiaB tidak 

terp.isahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4 

{1) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rwnah Sakit 

hams didukung oleh ketersediaan sumber daya kefurmasian, 

pengorganisasian yang herorientasi kepada keselamatan pa.sien, 

dan standar prosednr operasiotiaL 

{2} Smnber daya lrefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meiiputi: 

a smnber .daya manusia; dan 

h satana dan peralatan. 

{3) P~sasian sebagaimana dimabw.1 pada aw.at 

(1) hams ~ uraian tugas.. fungs~ dan tanwmg 

jaw@ serta hubungan koordinasi di dalam rnaupun di Iuar 

PdayaoaD Ke13rmasian yang ditetapkan oleh pimpimm Rmnab. 

Salit. 

(4} Sladal' prosedur operasiooal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleb pimpinan Rumah Sakit sesuai deftgan 

.ketentuan pmturan penmdang· tmdangan. 
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; 

{5) Ketentwm lebih Ian.jut mengenai sumber daya kefu.rmasian dan 

peng«ganisasian sehagaimana dimaksnd pada ayat (2) dan ayat 

(3) .tett.aMJm dalam Lampiran yang metupilkan bagian :tidak 

~dart Pemturan Mettteri ini. 

Pasal 5 

(1) Unmk menjamin mutu Pelayanan Kefannasian di Rnmah Sakit,. 

harm dilaktikan Pengendalian Mutu Pelay.ananan Ke£umasian 

•yangmeli_puti: 

a. monitoring~ dan 

b. ewluasi 

12) Ketentnan lebih lanjut mengenai Pengendalian Mutu PeJayaruman 

Kefimnasian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tereantum 

datam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

P4mman Menteri ini. 

Pasal 6 

{l) Penyelenggaraan Pelayanan Kefannasian di Rumah Sakit barus 

menjamin ketersed:iaan. Sediaan. Farmasi,. Alat Kesebatan,. dan 

Dahan Medis Habis Pakai yang aman. bermutu, bennanfaat, dan 

tajangkau. 

{2} Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sak.it 

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Instalasi 

Fannasi Rumah Sakitmelalui sistem satupintu. 

{3) JpsWyt Fannasi sebagaimana. dhnaksnd palla . .ayat 

(1) dipimpw oreh soormg Apotelcet" sebagai peuattgguog 

jawab. 

{4) Dslam penyei~ Pefayanan Kefurmasian di Rmnah Sakit 

daprt dibeDtuk satdit fannasi sesuai dengan kebutu.hm yang 

.mempabm bagim dari fnstalasi Fanuasi Rumah Sakit 
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Pasal 7 

(1} Sdiap Tenaga Kefarmasian yang menyelenggarakan 

Pelayaoan K~:fannasian di Rumah Sak:it wajib 

mengiktlri Standar Pelayanan Kefarmasian 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

(2} Sefiap pemilik Rumah ~ direktur/pimpinan Rumah Sakit, dtm 

pemangkn kepentingan tetkait di bidang Pelay.anan Kefiumasian 

4i Rmnab Sakit. hams mendnkung penempan Standar Pelay,anan 

Kefunnasian di Rumah Sakit. 

Pasa.18 

Rumatt ·Sat.it wajib mengiritnkan taporan Petayaruw. Kefartna$ian secant 

berjenjang kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kese.batan 

pt'O¥insi, dan k.ementerian k.esebatan sesuai dengan ketentuan Jkil'.atmall 

perundang..undangan .. 

Pasal 9 

(1, Pembinaan dan ~ terhadap j)claksanaan Peatman 

Menteri ini dilakukan oleb Menteri, kepaJa dinas kesehatan 

pnw:insi, dan kepala dinas kesehatan ka~enArota sesuai 

den~ tugas dan fungsi masing-masing. 

(2) Pdabanaan pembinaan. dan. pengawasan. sebagaimana dimaksud 

pada ayai. (1) dapat meJibatkan organisasi ptofesi. 

Pasa:l 10 

(It Pengawasan selain dilaksanakan oleh Menteri, kepala dinas 

ku;hMat provinsi dan kepala dinas k.CS'Chatm bbupatmikota 

sdlegainmia dimaksud dabnn Pasal 9 Ayat (I~ ldiusus teilrait 

dengml peng&WBS8D sediaan farmas.i dahun pengdoJaan sediaan 

farmasi sebagaimana dimaksurl dabnn Pasal 3 .ayat ( l) hmuf a 

dilakulam juga-Oleb. Kepaia BPOM seSWli dengan tugas daa ftlngfil 
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(l} Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ), Kepala 

BPOM dapat melabbn pemantauan,, pemberian bimbingan,, ,tfan 

_pembfuaan tethadap pengelolaan sMiaan -fannasi di instansi 

pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Hediaan fiitmasi. 

Pasal 11 

PQlgawasan yang ditalmkan oleh dinas k.esrllatan provinsi ,cfan 

<llnaS kesebatan kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam 

Pas&I '9 dan pengawasan yang dibdrukan ok:h Kepa1a BPOM 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O ayat ( 1) dilapor.kan secara 

bedt:ala kepada Menteri. 

{2) l.a_potan ~ dimaksud pa& aya.t (1) disampaikan paling 

&edikit l (satn) ta.ti dalam l (saw) tahnn. 

Pasal 12 

Pdanggaian terliadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat 

dikenai saaksi &iministratif sesuai dengan ketentuan pemruran 

~gan. 

Pasal 13 

Pata saat Peraturan_ Menteri_ ini mulai berlaku,. Peratman Menteri 

Kescllatan Nomor 58 Tamm 2014 tentang Standar Pelayanan 

Ke~ di Rnmah Sakit: (Berita Negara Repnbtik Indonesia Talnin 

2014 N-omor 1223) sebagaimana telah diubah dengau Peratunm Menteri 

KesdJatatt Nomor 34 Tamm 2016 tentang Pembahan atas Paatman 

Menteri Kesebatall Nmnor 58 T.ahnn 2014 teatang Standar Pelay&lall 

~ di R.umab 8akif (Betita Negara R.epublik Indonesia TahUil 

2016Noororl168}ydicabtttdan dtnyatakan tidak bedakn. 

Pasal 14 

Puatvum_ Meatet:i ini mulai bedal'U-pada tanggal ~ 
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Agar -setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

·Paatwau Menteri ini dengan penempatannya dalam Serita Negara 

:Repub.lik Indonesia. 

Diundangbn di Jakarta pada 

tan,ggal 9 Januari 2017 

DIREKTUR JENDERAL 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tan.ggal 23 Desembe£ 2016 

MENTERl KESEHAT.AN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

NILA FARID MOELOEK 

PERATUR.AN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS1 MANUSJA 

REPUBIJK JNDONES~ 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 

B.ERITA NEGARA REPUBLJK INDONESIA T AHUN 2<JI7 NO.MOR 49 
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LAMP IRAN 

PERATIJRAN MENTER! KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENT ANG 

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN 

DIRUMAHSAKIT 

STANDAR PELA YANAN KEF ARMASIAN DI RUMAH SAKIT 

Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pelayanan Kefannasian di Rumah Salcit merupakan bagian yang tidak terpisabkan 

dari sistem pelayarlan keseha:tan Rumah Sakit yang betorientasi kepada pelayan.an 

. p&Sien. penyediaan 8ediaan Fannasi, Alat Kesehatan, rum Baban Medis Rabis Pakai 

yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan 

fimnasi ldinik. 

Apotelret khnsnsny.a yang beketja di Rnmah S.akit diruntnt llllfilk merealisasikan 

peduasan pamdigma Pelaynnan Kefitnnasian dart oriem:asi produk meajadi orientasi 

pasien. Untuk itu kompetensi Apoteker perlu ditingkat:kan secara terns menems agar 

penDdran paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker hams dapat 

memenubi hak pasten .agar terb1nd.at dari hal-hal yang tidak diinginkan tennasuk 

tunm1an lmfmm. Dengan. demikian, para ApOteker Indonema dapat berkompetisi dan 

menjadi mm nmmh di negam sendiri. 

Perkembangan di atas dapat menjadi peluang sekaligus merupakan tantangan bagi 

Apoleker untuk imgu meningbtlan kompetensinya sehingga dapat membaibu 

Pdayamm K:efannasian secara komprehensif mm simultan baik yang bersffirt manajerial 

:mwopDll finmasi kJinik. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahllll 2009 tentang Rumah Sak.it dinyatakan 

bahwa Rumah Sakit hams memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, smnber 

daya nWmsia, keWmasian., rum petaJatan Petsyaratan lre&nnasimi. hams meajamin 

k:etenediaan sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan Ballan Medis Habis Pakai yang 

be:rmutt1t bermanfaat, aman, dan terjangkau. 

Sdanjdtnya dinyatakan hahwa pelayamu:i Sediaan Fannasi di Rumah Sakit hams 

mengiblli &andat PeJayanan Kefatmasi.att yang selanjntttya diamanahkan Wltllk dialllr 

~ Peraturan Mettteri KesebaWt. 

Datam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefannasian juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktik kefannasian pada 

FaSilitas Pelayanan Kefannasian, Apoteket hams menerapkan Stand.ar Pelay_aoan 

~ yang diamanabkan untuk diatnr dengan Peratnran MenteriKe5ebatan.. 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan petkembangan 

konsep Pdayamm Kefmma~ pedn diktapkan suatu Standar Pelayanan Kefimnasian 

dengan Peraturan Menteri Kesebatan., sekaligus meninjau kembali Peraturan Menteri 

Kesehar:m Nomor 58 Tatum 2014 temang Stmdar PeJayanan Kettumasian di Rmnah 

Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Norn.or 34 Tahun 

2016 tentang Pembahan Atas Pemturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tatnm 2014 

tentang Standat Pelayanan Kefannasian di Rnmah Sakit. 

B. Ruang Lingkup 

Pelayamm Kefarmasian. di Rmnah Sakit meliputi 2 (dua) ~ yaitu kegiatan 

yang betsitat manajerial berupa pengelblaan Sediaan F.atmasi, Alai Kesehatan, dan 

BDbaD Med.is Habis Pakai dan kegiatan pelayanan mmasi ldinik Kegiatan rersebut 

harusdiduknagalclt sumber daya mmusia, sarana, dan peralatan. 

Apoteitt dafam melaksanakan kegiatan Pelayanan Kefarmasian tersebut juga 

mms na:mpatimbmgkan faktor rislko yang terjadi yang d:isebut dengan manajanen 

risitro.. 

75 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/25 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)25/11/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Rizki Suliyan - Evaluasi Kebijakan terhadap Permenkes Nomor 72 Tahun 2016...

UNIVERSITAS MEDAN AREA



. 
r 

BAB II 

PENGELOLAAN SEDIAAN FAR.MASI, ALAT KESEHAT AN, .DAN 

BARAN MEDIS HABIS PAK.AI 

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, 

dan Dahan Malis Habis Pakai di IWmah Sakit yang menjamin 5eluruh rangkaian kegiatan 

perbekaJan Sediaan Fannasi, Alat Keseba~an, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan 

keteniuan }-aDg bedaktt serta memasrikan \."U3lit~ manf.aat, dan keamanannya -P.engeJolaan 

Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupak:an suatu sildus 

kt:giataa, dimulai dari pemilihan, perenomam kebutuhan, pengadaan, penerimaan, 

penyimpman., pendisttibusian pemnsnab:m dan penarikan, pengendaliat), rum administrasi 

yang dipedutan bagi kegiatan PeJayanan Ketannas:ian. 

Pengelolaan Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus 

dilabanakan secara multidisiplin, terkoonlinir dan menggnnakan proses yang efektif 11Dtnk 

meajamin lrend.ali mum dan kendali biaya. Dalam ketenruan Pasal 15 ayat (3) Uodang­

Und:mg Nomor 44 Tahun 2009 tenting Rumah Sakit menyatakan bahwa Pengelolaaa Alat 

Kesehatan, Sediaan Farmasi, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sak.it harus dilakukan 

oleh lnstalasi Fannasi sistem. satu pintu. Alat Kesehatan yang dikelola oleh Instalasi Fannasi 

sistem satu pinm berupa .al.at medis habis pakailpetaJa1af non elektromedik, ant.ara lain al.at 

le~ (IUD), aJar pacu jantung, implan, dan.ffdl/t. 

Sistern satu pintu adalah satu kebijakan kefannasian tennasuk pembuatan formularimn, 

pengadaan, dan pendistnlmsian Sediaan ~ Alat Kesehatan, dan Bahan Mettis Habis 

Pakai yang benujuan urunk mengutamakan kepentingan pasien melalni Instalasi Farmasi. 

DeQgan deunltian semua Semaan Fannasi, Afar Kesehatan, dan Saban Medis Habis Pak:ai 

yang beredar di R.ttmah Sakit mempakan tanmmg jawab lnstalasi Farmasi, sehingga tidak 

ada pengeloJaan Sediaan Farmasi, Alat Kesebatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di ·Rumab 

Salit JWtg dilalsmabn sehrin oleh lnstalasi Fannasi 

Jlengm!· lrebijakan pengeJolaan sistem satu ~ lnstalasi Fannasi sebagai sat\Habmya 

~elmggara Pdayanan Kefarmasian, sdUngga Rumah Sakit akan mendapatkan manfaat 

dalamhal: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Petaksanaan pengawasan dan pengendalian 

Fannasi, Alat Kesebatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; 

penggunaan Sediaan 

standarisasi SMiaan Farmasi, AIM K~ dan Bahatl Mems Habis Palau; 

pmjAA#Mn mutn Stdiaan Fa~ Alat Kesd.uua~ dan Bahan Medis Habis Pakai; 

pengendalian harga Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan BahanMedis Rabis Pakai; 

pemcndaom terapiObat;. 

penmunan risiko kesalahan terkait penggmaatl° Sediaan Fannasi~ Alat Kesebatan,, dan 

BabaB MOOis Habis Pakai (keselamatanpasien); 

kemodahan akses data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

yang.akmat, 

penmgkatan mutu pelayanan Rumah Sakit dan citra Rumah Sakit; dan 

penmgtsran pendapatan Rnmah sakit dan peningkatan kesejahteraan pegawai. 

Rumah Sakit harus menyusun kebijakan terkait manajemen pengunaan Obat yang 

efekti[ Kebijakan t~t hams ditinjau ulang sekurang- kmangnya sekali setahm. 

Penitjauan nlang sangat membantn Rnmah S.akit memahami lreburu.han dan priorita.s dari 

perbaibD ·sistem mutn dan kesetamatan penggunaan Obat yang bertc.danjutan. 

Rumah Sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan Obat untuk meningkatk:an 

keamanan, khususnya Obat yang perlu diwaspadai (high- alert medication). High-akrt 

medication adaJah Oba! yang hams diwaspadai karena sering menyebab.kan terjadi 

Jresa~tahan scrtus (.wntinel event) dan Obat yang beri.siko tinggi menyebabkan 

Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan (ROTD ). Kelompok Obat high-alert diantaranya: 

1. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan 

Mirip/NORU~ attJllLookAIJke SoundAJJke/LASA). 

2. Eld:tmlit koosentrasi tinggi (misa1nya kalium ldorida 2.meg/ml atau yang 1ebih pekat, 

blium fosfat, ttatrium klorida lebth -pet.at dari O ,90/o, dan magnesium suJfat =500/o atan 

Jebik pelrat). 

3L OIJat..Obat sitostatika. 
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Kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

mdiputi: 

~L Pemilihan 

Pemiliban adatah kegiatan untuk menetapkan jenis Sediaan Fa~ Alat 

Kesehatant dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan kebutuhan.. Pemilihan 

'Sediaan~ Alat Kesebatan, dan Bahan Malis Habis Pakai ini berdasmb.n: 

a. ilirmularlum dM standar pengobatan/pedoman diagnosa dan tempi~ 

h. stand»r 8ediaan Fannasi, Alat Kesebatan, dan Bahan Medis.Habis Pabi 

yang telah ditetapkan~ 

C + polapenyakit; 

cL ereJctifitas dan keamanan; 

e. ~n betbasisblikti; 
f. mutu; 

'~ barga; dan 

h.. kdasediaan di pasaran. 

FQlllllllsrium "Rumab Saldt disusun mengecu kepoda Fonnularium Nasional. 

Fonnularium Rumah Sakit merupakan daftar Obat yang disepakati staf medis, 

disnsun oleh Komiteffim Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh Pimpinan 

RnmahSakit 

Fommlarlum Rnmah Sakit hams tersedia untnk semna penntis Resep, 

pemberi Obat, dan peuyedia Obat di Rumah Sakit. Evaluasi terhadap 

Fonnulaimn Rumah Sakit hams secara nrtin dan dilakukan revisi sesuai 

kebijakan dan kebntnban Rnmah Sakit 

Pm}11SW1311 dan m'isi Fonnutar.ium R.umah Sakit d11'etnbangkan 

berdasatbn pertimbangan tera_petik dan ekaoomi dari _penggn.naan Obat ~ 

dihasilbn Formularium Rwnah Sakit yang selalu mutakhir dan dapat mememdli 

kebtdta t-peogobatan yang rasional. 

Tal41m11 proses penyusunan Fonnularium Rum-ah Sakit: 

a. membuat rekapitulasi usulan Obat dari masin.g-masing Staf Medik 

FmigsIDnaJ (SMF) berdasarlran standar tempi atan standar pelayananmedik; 

b. ~an ttsttlaH Oltatber4asadcan kelas terapi; 
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c.. membahas usulan tersebut dalam rapat Komiteffim Fannasi dan Terapi, 

jib dipedokan dapat meminta masnlran dari palrar, 

d. mengembalikan rancangan basil pembahasan KVt11irelfim Farmasi dan 

T~ dikembalikan ke ma.sing-masing SMF umuk mendapatkan :umpan 
batik; 

-e. memtiahas basil umpan balik dari masing-masing SMF; 

f. meneblpkan daftar Obat yang masuk ke dalatn FormuJarium Rmnah Sakit;_ 

g. me&)'tiSUn kebijakan dan pedoman untuk implementasi; dan 

h. melakukan edukasi mengenai Fonnularium Rumah Sakit kepada staf dan 

Ktiteria pemilihan Oba! umuk masuk Formularium Rumah Sakit 

a. meagutamalcan penggnnaan Obar generik; 

b. memitiki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling 

c. 

d. 

e . 

f. 

g. 

h . 

menguntungkan penderit:a; 

mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas; 

pra1Ws dalam periyimpanan dan pengangl'Utan; 

praktis dalam penggunaan dan penyerahan; 

menguntungk.an_dalambal kepatuban dan penerimaan. oteb. pasien; 

memiliki rasio manfuat-biaya (beneji.t-Cl)st ratio) yang tertinggi berdasarlcan 

oow.a Iangsung dan tidak lansung~ dan 

Obat lain yang terbukti paling efektif set;ara ilmiah dan aman (evidence 

based medicines) yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga 

yang tetjangkau. 

Datam rangka meningkatkan k.epatnhan tedtadap fanttoblrinm Rntnah Sakit, 

maka Ramah Sakit hams: mempuayai tebijakan terkait dengan penambahan atan 

peugnrangan Obat dalam Fonnu1arium Rumah Sakit dengan mempertimba.ngtan 

jaup.asi penggunaaan, efe.ktivitas,. risiko, dan hiaya. 

Pt:rencanaan kebutuban merupak:an kegiatan untuk menentukan jumlah mm 
pericde pengadaan Sedlaan. Fammsi, A1at Kesehatan, dan B.ahan Medis Hahis 

Pabi ~ deagan 
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\ 
basil keiiatan pemilihan mtuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat 

jumlali. tepat waktu dan efisien. 

Perentanaan diJalmkan nntnk mengbindari kekosongan Obat ~ 

menggunatan met ode yang dapat 

dipertanuungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan 

antn lain. koosmnsi, epidemiologi, k.ombinasi metode konsumsi dan 

epidemIDlogi dan disesuaikan dengpn ~yang tersedia. 

~ perencanaan hams mempettimbangkan: 

a. -anggaran yang tersedia; 

b. penct.apaa prioritas~ 

c. sisa persediaan; 

d. Mt.a~an periode yanglalu; 

e. waktu tllllggu pemesanan~ dan 

f. -rencana pengembangan_ 

3. Pengadaan 

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan unruk rnerea1isasi1can 

.· perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menja.nlln ketersediaan, 

ju~ dao. -waktu yang tepat dengan barga yang tetjangkau dan sesuai staudar 

mutu. Penf)Mlaan merupakan kegiatan yang berlresinamhungan dimulai dari 

~ -penenman jumlah yang dibutubkan~ -penyesuaian antara kebutuhan dan 

dana, pemilihan metode pengadaan. pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi 

k~ pemantauan proses penga.daan, dan pembayaran. . 

Ulltnk memastikan Sedi3an. Fannasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pabi ~ dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan maka jika 

pr~ pengadaan dilaks:anakm oleb. bagtan lain di htar lcstalasi Farmasi hams 

melihatbn tenaga kefilrmasian. 

lW-lal yang perlu diperltatikan dalatn pengadaan Sediaan F~ Alat 

a Balum baku Obat hams discnai ScnifikatAnalisa 

b. Bahan berbahaya harus menyertakan A.faterial Safety Data Sheet (MSDS ). 
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c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai hams 

iD!CiiipUliyai Norn.or Izin Edar. 

d. Masa kadaluarsa (expired date) minimal 2 (rum) tahun kecuali Untuk 

Sdiaatt F~ Ahn K~ dan Bahan Medi& Habis Pakai tertentu 

(vaksin, reagensia, dan lain-lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat 

dipedanggungjawabkan_ 

RDmab Sakit barns memi1iki mekanisme yang mencegah kekoso.ilgan stok 

Obat :yang tee1n1 normal tersedia di Rumab Sakir dan mendapatkan Obat saat 

Instalasi Fannasi tutup. 

a. 

U81Uk Rnmah Sakit pemeritllah pembellan Sediaan F.armas4 Alat 

Kesebatan, dan Bahan Medis Habis Pakai hariis sesuai dengan ketentuan 

pengadaan.barang dan jasa. yang berlaku. 

1} 

2) 

3} 

Hal-hal yang perlu dipediatikan dalaJn pembelian adalah: 

Krlteria Sediaan Farmasi; Alar Kesehatan, rum Baban Mellis Habis 

Pakai, yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu Obat. 

Persyaratan ]lelll3SOk.. 

Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan Sediaan Fannas~ AJat 

Kesehatal\ dan Ba.ban Medis Habis Pakai. 

4) Pemantauan rencana pengadaan sesuaijenis,jumlah dan waktu. 

b. Produbi Sediaan Fannasi 

InstalaSi Farmasi dapat memproduksi sediaan tette.ntu apabilcL 

1) &ktisan Fmnasi tidak ada di passran; 

2) Sediaan Fannasi lebili murahjika diprndnksisendiri; 

3J 
4) 

5~ 

6) 

Sediaan Fannasi dengan furnmla khusus; 

Fannasi kemasan 

'hrilfrepacking; 

Sdaan Fatmasi nmnk~an: rum 
Sediaan Fannasi yang tidak 

penyimpananlbamdibnat barn (recenter paratus). 
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c. 

Sediaan yang dibuat di Rumah Sakit harus memenubi persyaratan 

mmu dan telbatas hanya untuk memenuhl kebutuhan pelayanan di Rumah 

Safdt tersebut. 

Stppbpngan/DrtWJ1ng/HJ1>ab 

fnstalasi Fannasi harus melakukan pencatatan dan petaporan terhadap 

pettelimaan dan penggunaan Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan., dan Bahan 

1i.iatis Habis Fakai snm.bmlgaJlldl'oppingl bibah. 

Sdwub kegiatan penerimaan Sediaan Fannasi~ AJat Kesebatan, da:t1 

Bahan Medis Habis Pakai dengan cara sumbangan/dropping/hibah barns 

disedai doknmen administr.m yang lenglrap dan jelas. Agar peoyediaan 

Sediaan F.armasi, AJ.at ~ dan Ballan Medis Habis Pakai dapat 

Kesehatan1 dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai dengan kebutuhan 

vasieft di Rnmah Sakit. lnstatasi Fannasi dapat memberikan rekomeodasi 

kepada pimpinan Rnmah Sakit unruk 

~olak 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak 

bennanfaat bagi kepentingan pasien Rnmah Sakit. 

4. Penerimaan 

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin lresesuaian jenis, 

spesifikasi, jwnlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tert.era dalam kontrak 

atm ·smat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokmnen tedait 

penerii»aa1~ barang hams tetsimpan dengan baik. 

5. Penyimpanan 

~ bacang diterima di htstalast Fannasi perhtdilakukan penyimpanan 

·sebelmn dilakukan pendistnl>Usian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas 

dan bamanaJ Sediaan Fannasi) AJat Kesebatan, mm Dahan Malis Habis Pa.bi 

sesuai dmgan -persyaratan kefanmssian. Persyaratan kefannasian yang ditnaksud 

me1ipJli peeyamtan stabtlitas dan keamanan., sanitasi, cahaya, kelembaban, 

ventllasi, dan peng~1ongan jenis Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan., dan Baban 

Medis Hahi5 Pakai. 
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.Komponen yang harus diperhatikan antara lain: 

a Oltral. dm babaa kimia yang. digunakan untuk mempersiapkan Obat dibeli 

1abel yang secara jelas terha!:a. memuat ~ tanggaJ pertama. kemasan 

~ tanggal kadaluwarsa dan _peringatanldrusus. 

b. Etektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk 

kdMuhan ldinis yangpenting. 

c~ Elektinlit. konsentrasi tinggi yang disimpan pada tmit peraw.atan pasien 

~_pi dengan _pengaman~ hams diberi label yang jeJas dan disimpan 

pada area yang dibatasi ketat (restricted) untuk mencegah penatalaksanaan 

yang brang hati-hati. 

d. sediaan F.armasi, A1at KesdWan, dan Bahan Merl.is Habis Pakai yang 

amawa olch pasien barns disimpan secara khusas dan dapat diidetttifikasi 

e. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang 

lainaya )ICIIlg meuyebabkan kmttaminasi. 

Inmllasi Farmasi harus dapat memastikan bahwa Obat disimpan sec.ara 

beoar mm dinspei"Si seaua periomlc 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang hams 

disimpan telpisah yaitu: 

a Bahan yang mudah retb.akat, disimpan dala1n ruang t.arum api dan diberi 

·tattda thusuS baban bettabaya. 

b. Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaaan 

untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan 

tabung gas medis kosong tetpisall dari Iabung gas medis yang ada isinya 

Pen}~n ta.bung gas medis di roangan hams menggunakan tutup demi 

lreselamatan. 

Memde penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas tempi, bemuk 

seffew!, dan jeois Sedjaan Farmasi1 AJat K~ dan Bab.an Medis Habis 

Pabi dan ~ secara alfabetis dengan menerapkan prinsip First Expired FirsJ 

Old (FEFO) rum Firs/ In FirsJ Oll1 (FIFO) disertai sistem informasi manajemen. 

Penyimflanan Semaan Fannasi, Alat Kesebatan, dan Ballan MOOis llibis Pakai 

y.mg penampilan dan penamaan 
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yang mirip (LASA, Look Alike Smmd Alike) tidak ditempatkan berdekatan dan 

hams dihai penandaan kbusos tmtuk mencegah. terjadinya kesalahan 

pengambtlan Obat. 

Ramah Sak.it barns dapat menyediakan tokasi penyimpanan Obat emergensi 

untuk kondisi kegawatdaruratan. Tempat penyimpanan hams mudah diakses dan 

terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. 

P~ Obat emergensiharusmenjamin: 

a. jmrttak dan jenis Obat sesua.i dengan daftar Obat emergen&i-yang telah 

ditetapkan; 

b. tidal: boleh bemunpur 

kebumban lain; 

dengan pen;ediaan 

c. bila lipaltai untuk kepettwm emergensi hams segemdiganti; 

d. di~ek secara berkala apakah ada yang kadaluwarsa~ dan 

e. dibmmg untukdipinjam untuk kebutuhan lain. 

6. Pendisuibusian 

Obat untmc 

Uistn1msi merupakan suant rangkaian kegiatan dalam mngka 

menyalurkan/menyerahkan Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, clan Bahan Medis 

Habis Pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayarum/pasien 

dengan tetap mettjamin mnm., stabili.tas, jenis, jnmlab, dan ketepatan wakru. 

Rumah Sakif hams menennoow sisrem distribusi yang dapat meajamitl 

terlaksananya pengawasan dan pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, 

dan. Bahan.Medis Habis Pakai di unit pelayanan. 

S.islem distribusi di unit pelay.anan dapat dilakukan dei_igan-cara: 

a. Sistem Persediaan Lengkap di Ruangan (/loorstock) 

l) Peodistribnsfan Sediaan Fannasi, Abtt Kesebatan, dan Ba!ian Med.is 

Rabis Pakai untuk persediaan cli ruang rawat disfapkan dan dikdola 

nk:h lnstalasi Farmasi. 

2) Scdiaan Fannasi} Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang 

disimpaJ1 di ruang mnt barus dalam jenis dan jmnlah yang sangat 

dibutuhkan. 
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3~ Setiap bari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor 

Mod kepada petugas fannasi dari penanggnng jawab rnangan. 

4) Apoteket barus menyediakan infonnasi, peringatan dan keunmgkiruin 

.iateraksi Obat pada setia_p jenis Obat yang disediakan dijloorSIOCk. 

b. Sis:tem Resep Perorangan 

Pendistnlrusian Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan Dahan Malis 

Habis P.akai berdasarkan. Resep peroranganlpasien r.awat jalan. dan rawat 

iaaptDdaJui fnstalasi Famiasi. 

c. Sistem Unit Dosis 

Pendistnlmsian Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan Baban. Mettis 

Habis P.ak.ai betd.asarkan Resep perorangan. yang ilisiapk.ah dalatn unit dosis 

UJRgal amu gan~ untuk penggunaan saru kati dosistpasien. Sistem unit 

dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. 

d. Sistem Kombinasi 

Sistem pendistribusian semaan Fmmasi, Alat Keseha:t.an, dan &ban 

.Medis Mabjs Pakai bagi pasien rawat .inap dengan menggunab.n 

kombinasi a + b atau b + c atau a + c . 

Sistem distnlrusi Unit Dose Dispensing (UDD) san.gat dianjmkan untnk 

p.asien rawat map mengingat dengan sistem tni thlglcat Jresalahan pemberian Obat. 

dapat dimmimalkan sampai kur3ng dart ~% dibandingkan dengan sistem floor 

stock a:tau Resep individu yang mencapai 18%. 

Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan unmk dijangk:au oleh 

pasien dengan mempertimbangkan 

a. efisk:Mi dan efektifitas smnber daya yang ada; dan. 

b. ~e setttralisast ataud~alisasi. 

7. Pemmnafunl dan Penarikan Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, clan Bahan Mectis 

Hams Pakai 

Pmmsnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat 

~. dan Bahm Matis Habis Pakai yang tidak dapat 
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digunakan barns dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ket-entuan 

]klaw pemndang-undangan yang berlaku. 

·PeDan1Wt Sttliaall Wmasi yang tidak memennbi starutat/ketentuan pemtman 

~gan dilakutan oteh pemitik izin &tar berdasartan perintah 

penarikan oleh BPOM (mandatory recall) atau berdasarkan inisiasi sukaTela oleh 

vemifiL. izin afar (voluntary recall) dengan tetap memberikan laporan kepada 

Kepahl:BPOM . 

.Ptnarikan Mat Kesdlatan dan Ballan Matis Habis .Pakai dilalwkart 

tecbadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Pemusnahan dilakukan 

untuk Sediaan Fannasi, Mat 

Kesehahm, dan Bahan Medis Habis Pakai bila: 

a. ,pmd»t t:idak memenuhi persyararan nnun; 

b. 

d. 

b. 

c. 

e. 

telah kadaluwarsa; 

tidakmemenuhi syarat-untuk.dipergunakan dalam. pelayanan kesehatan atan 

kepemingan ilmu pengetahuan;dan/atau 

dicslmt izin edamya. 

Tahapan pemusnahan terdiri dari: 

memhuat daftar Sediaaa F~ Alat ~ dan Bahan Medis Habis 

PJddri yang akan dimusnahkan; 

~n Berlta Acara Pemnsnahan; 

mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak 

tetbit; 

~pkan tempat pemusnahan; dan 

melalt'nkan pemusnahan disesuaikan dengan jenis datl benmk Bediaan serta 

~ yaagberlaktt 

8. Pengendalian 

PengetJdalian dilaknkan tethadap jenis dan jmnJah ~ dan 

per.ggunaan Sediaan Fannasi~ Alat Kesehatan~ dan Bahan Medis Habis Pabi 

Pengaldalian penggunaan Sediaan Farmasi, A.lat Kesetnmm, dan Bahm 

Mems Habis Pakai dapat dilaknkan oleh Instalasi Farmasi barns bersama 

deBgaa Kemite/Tim Farmasidaa Terapidi Rumah- Salit. 
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Tujuan pengendalian persediaan Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan 

Dahan_Medis Habis Pakai adatah untuk.: 

a penmmaan Obat sesm:i dengm diagnosis dan terapi;dan 

b. mMJasribn ~ efuktif dan e&ien atau tidak tttjadl kt'Mbhn dan 

~ek~ ka«Akau, kadaiuwarsa, dan kdillangan sat.a 

pengemba1ian pesanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

HabisPakai 

Cara untuk mengendalikan persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatm:4 

mm Ballan Medis Habis Pakai adalah: 

a. mdm1kan evaluasi persediaan yangjarang digunakan (slow moving); 

b . -melMulran evaluasi persedia:an yang tidak diguruikan dalam waktu tiga 

bulan berturut-turut (death stock); 

c. Stok opname yang dllalmlran secara -periodik dan_bedrala. 

9. Administrasi 

Aatninistmsi barus dilakllkan secam temo dan bertresinanibungan uBtuk 

memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. 

Kegiatan administrasi terdiri dari: 

a Peocatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dan petaporan terhadap kegiatan pengelolaan Semaan 

Fannasi, Aiat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi 

petencanaan kebutuban, pengadaan, penenmaan, pendistnDosian, 

pengendalian persediaan., ~ pemusnah.an dan penarikan Sediaan 

Farmasi, Alat Kesdlatatl, dan Bahan Medis Habis Pakai. Pelaporaii dtlmat 

secara periodtk yang dilabtkan Instalasi Farmast dalam periode waktn 

terteBlu (bldanan, triwulanan, semester atau pertahun). 

Juai&:jmis pebporan -yang dt"boat menyesuaikan dengan peututan 

yang bettaku. 

1) 
2} 
3) 

4) 

Pantatan dilalmbn untuk 

penyamtan Kementerian Kesebatan/BPOM; 

... akreditasi RumahSakit· 
' 

dasar audtt Rwnah_ S.akit;dan 

doknmentasi farmasi Pdapoom 

ditakukansehagai: 
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B. 

l) kommrikasi antara level manajemen; 

2} ~ laponm. tafnman yang komprebensif mengeoai 

kegiatan di lnstalasi FartllB8i; dan 

at ·taponsn ta1mnan. 

h. Administrasi Keuangan 

Apahila Instalasi Farmasi harus mengelola keuangan maka perh.t 

men_Jeleilggarakan admiilistrasi keuangan. 

Admmistrasi keuangan merupakan pengaruran anggamn, 

pengendahan dan analisa biaya, pengumpulan informasi keuangan, 

-pertyia.pan_ lapora~ penggonaan_ laporan yang betkaitan dengan seoma 

kegiatan Pelayanan Kefimnasiau sec.ara rutin .atan tidak rtltifi dalam periode 

Wean, triwulanan, semesreran arautabunan. 

c. Administrasi Penghapusan 

Admlnistrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian tedJadap 

Sediaan Fannasi, Alat ~ dan Ballan Medis Habis Pakai yang 

ti4ak. terp:&aI 1wena tadaluwam, rusak, mutu tldak -memenubi st.andar 

dengan cara membuat usulan penghapusan Sediaan Fannasi, Alat 

Kesebat.m, dim Bahan Malis Habis Pakai kepada \lihak terkait sesuai 

aengan prosednr yang betJakn. 

Manajemen Risiko Pengelolaan Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan Balian Medis 

HabisPakai 

Manajemro risiko mernpakan aklivitas Pelayanan Kefatmasian yang dilalmkan 

UHM.: identifil-asi, .waluasi, dan menurunkan ri!iko terjadinya kealakaan pada pasien, 

tenaga kesehatan dan kektarga pasien,. serta risika keltilangan dalarn suatn orgaaisasi. 

W~emen risiko pengelolaau Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan &rum 

ldalis Hahis Pakai dilakukan mebdui beberapa langkah yaitn: 

1. Meaentukan konteks manajemen risiko -pada-proses-pengelolaan Sediaan Fanmm, 

Alm: Kescbatan, dan Baban Mcdis Habis Pakai. 

2. Mengldentifikasi Risiko 

Bebeiapa risiko yang~ terjadi dalam pengelclaan Sediaan Farmasi, 

Alat Ke&ehatan, dan &ban Medi:i Habis Pakai antaia lain: 

• 4) 
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a. ke:tidaktepatan perencanaan kebutuhan Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, 

daaBaban Malis Habis Pakai selama periode tertentn; 

b. pengadaatt Sediaan Fannasi, A1at Kesehatan, dan Ballan MM.is Habis Pakai 

tidak metalni jaturresmi; 

c. pengadaan Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

y.mgbelum/tidakteregistrasi; 

tL ~batan pemenuhan ke~ Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, rum 
8a1mD: Medis Habis Pakai; 

e . kesalahan pemesanan Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan Bab.an Medis 

Habis Pakai seperti spesifikasi (merek, dosis, bentnk sediaan) dan kuantitas; 

telhadap 

~erenediaan Sediaan Fannasi) Alar Kesehatan, dan Bahatt 

Medis HabisPakai; 

g. ketidaktepatan penyimpanan yang berpotensi tetjadinya kemsakan dan 

kesalahan da1am pemberian; 

h. keMang,an fisik yang tidak mampn telllsur; 

i. pemberian label yang tidak jelas atau tidak lengkap~ dan 

J. kesalahan dalam ~stnlmsian. 

3. Mefiganalisa Risiko 

Analisa risiko dspat ditakroom lrualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. 

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan memberikan deskripsi dari risiko yang 

tetjadi. Pendekatan kuantitatif memberikan paparan seem-a statistik berdasatkan 

data se.Slmggnhnya. 

4 . ~Risiko 

~ risilro yaag ~lah diattalists deagan kebijakan pimpimtt 

Rnmah Sakit (contoh peraturan perundang- undangan, Standar Opemsiooal 

~ Surat Keputusan Direktui) serta menentubn prioritas masalah -yang 

llams segera diatasi Evahmsi dapat ditakukan dengan pengubmm berdasatbn 

taq;et. yang tdah disq>abti. 

5. MeDgatasi Risiko 

Mengatasi rifiko dtlakukan dengan cara: 

a.. 
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b. mengidentifikasi pilihan tindakan untuk mengatasirisiko; 

c. menetapkan kem1mfJcimm piliban(cost benefitanalysis); 

d . menganaJisa risilm yang mungkin masih ada; dan 

e. meagimplementssikan rencsna tindskan, meliputi mengliindmi tisiko, 

mengurangi risiko, memindahkan risiko, menahan risiko, dan 

mmpnlatikan risik.o . 
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